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ABSTRAK 
 
Wiwi Dwi Astuti. E0005310. 2009. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 
25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL KAITANNYA 
DENGAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI DALAM RANGKA 
PENGEMBANGAN INDUSTRI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 
 Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas mengenai 
peranan dan potensi masalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi dalam rangka untuk 
mengembangkan perindustrian di Indonesia. 
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan 
sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang (statue approach). Jenis dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan 
data kepustakaan. Teknik analisis data silogisme enterpretasi. 
Berdasarkan penelitian materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan peranan yang berarti 
dalam pelaksanaan kegiatan kontrak alih teknologi dalam rangka mengembangkan 
perindustrian di Indonesia, misalnya dalam hal menjamin kepastian hukum 
investor dalam melakukan alih teknologi dan memberikan kemudahan dalam 
pengurusan perijinan usaha. Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memeiliki kekurangan yang dapat 
menyebabkan perbedaan penafsiran, misal terlalu luasnya pengaturan beberapa 
pasal yang ada, dan tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai kontrak alih 
teknologi sehingga kurang melindungi penerima teknologi. 
 
Kata kunci: Penanaman Modal, Kontrak Alih Teknologi, Pembangunan Industri 
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ABSTRACT 
 
Wiwi Dwi Astuti. E0005310.2009. THE ANALYSIS OF LAWS NUMBER 25 
IN 2007 ABOUT CAPITAL INVESTMENT RELATED TO THE 
CONTRACT OF TRANSFERRING TECHNOLOGY IN ORDER TO 
DEVELOP THE INDUSTRY. Faculty of Law. Sebelas Maret University.  
 
The purpose of this law research is to review and to discussed about the 
role and potency of problem of laws number 25 in 2007 about capital investment 
with contract of transferring technology in order to develop the industries in 
Indonesia.  
This law research is categorized in normative law research with 
descriptive research. The approach used statue approach. The type and source of 
data is secondary data. The technique of collecting data is library data. The 
technique of data analysis is syllogism interpretation. 
Based on the research of the material of laws number 25 in 2007 about 
capital investment, it could be achieved the result that laws number 25 in 2007 
about capital investment have given significant role in implementing the contract 
of transferring technology in order to develop industries in Indonesia, such as 
giving guarantee of legal security for the investor in implementing transfer of 
technology and giving easy of making certify for business. Although, the laws 
number 25 in 2007 about capital investment has inadequacy that cause different 
interpretation such as wider control of several section and there is no control 
especially in contract of transferring technology, so it is less protection to the 
technology receiver. 
 
Key word: Capital Investment, The contract of transferring technology, 
Establishment of Technology. 
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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrohmananirrohim 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi wabarakatuh 
 
Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “ANALISIS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 
KAITANNYA DENGAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI DALAM 
RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI”. 
 
Penulisan hukum (skripsi) ini membahas peraturan perundang-undangan 
di bidang penanaman modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi yang secara 
khusus akan meninjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, yaitu mengenai: 
1. Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
dikaitkan dengan kontrak alih teknologi dalam rangka pengembangan 
perindustrian di Indonesia. 
2. Potensi masalah yang timbul dari lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi di 
Indonesia. 
 
Bahwa pada saat ini belum banyak penulis atau peneliti yang 
mengungkapkan segi-segi positif dan negatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal dalam hal terjadinya kontrak alih teknologi yang 
bertujuan untuk pengembangan perindustrian di Indonesia. Hal ini mungkin 
disebabkan karena terbatasnya literatur-literatur kepustakaan terbaru yang secara 
khusus mengkaji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal terkait kontrak alih teknologi dalam rangka pengembangan perindustrian di 
Indonesia. Oleh karena itu dalam penulisan hukum  (skripsi) ini, penulis berusaha 
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untuk mengumpulkan dan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan 
pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
kontrak alih teknologi, dan literatur-literatur terkait pengembangan perindustrian 
di Indonesia. 
 
Sebagian besar masyarakat banyak yang belum paham dan bahkan tidak 
mengenal atau mengetahui secara pasti peraturan mengenai penanaman modal 
terbaru yang telah dibentuk tahun 2007 yang lalu, padahal sebenarnya disana 
diatur salah satu cara penanaman modal dengan cara kontrak alih teknologi untuk 
menjamin kepastian hukum mereka dalam melaksanakan penanaman modal 
dengan pihak asing. Bahwa dengan literatur dan informasi yang relatif terbatas, 
penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini sebagai 
informasi dasar tentang peranan dan potensi masalah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi 
yang dilaksanakan masyarakat Indonesia guna mengembangkan industri mereka. 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan 
terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak yang 
secara langsung maupun tidak langsung membimbing penulis. Oleh karena itu, 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Moh. Yamin, S.H., Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
2. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., M.S. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Suraji, S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Suranto, S.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I penulisan 
hukum (skripsi) yang telah membimbing, mengarahkan, dan menerima 
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kehadiran penulis untuk berkonsultasi serta berdiskusi dengan tangan terbuka 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 
6. Bapak Yudho Taruno M, S.H., Mhum. Selaku Dosen Pembimbing II 
penulisan hukum (skripsi) yang juga telah banyak membimbing, memberi 
masukan, mengarahkan dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 
7. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
8. Ibu Gayatri Diyah S, S.H.,MHum. Selaku pembimbing akademik. 
9. Bapak Lego Karjoko,S.H., Mhum. Selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum 
(PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan 
pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
hukum (skripsi) ini sesuai dengan tata cara baru. 
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret yang telah banyak membantu pengurusan penulisan hukum 
(skripsi) ini hingga selesai. 
11. Segenap keluarga besarku, Ayah dan bunda serta adik-adikku tersayang yang 
selalu menyayangi, memberi dukungan dari jauh dan doa kapada penulis. 
Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan selama ini. 
12. Achmad bayu, yang senantiasa membantu mengendalikan emosiku, selalu siap 
membantu, dan memberi semangat serta doa dalam menjalani hidup ini. 
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2005 khususnya 
sahabat-sahabatku terbaikku (Septin, Yudhika, Siska) kalian merupakan 
anugerah yang tak ternilai harganya, yang selalu siap berbagi informasi 
kepadaku, thank for all and keep our spirit and Viva Justitia. 
14. Segenap pihak yang telah banyak membantu dalam bentuk yang sekecil 
apapun demi kelancaran penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu. 
 Surakarta, Juli 2009 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
   Pada dasarnya industri adalah suatu bagian produksi ekonomi yang 
terfokus pada proses pembangunan manufakturisasi tertentu yang biasanya 
memiliki permodalan besar sebelum mereka dapat berkembang dan meraih 
keuntungan, dimana dalam industri tersebut kita dapat menemukan unsur 
keterpaduan antara teknologi dengan ekonomi. Industri yang kuat dan maju 
hanya akan terwujud bila dilandaskan pada kemampuan teknologi yang kuat 
serta sistem ekonomi yang handal, sedangkan industri yang tidak didukung 
oleh kemampuan teknologi yang memadai akan segera menjadi industri yang 
usang dan ketinggalan jaman, demikian juga dengan industri yang tidak 
mempunyai landasan ekonomi yang mantap akan menjadi industri yang rapuh 
sehingga perlu proteksi dan subsidi secara terus-menerus. 
 
   Awal tahun 1990 sering disebut sebagai awal dari era globalisasi. 
Beberapa pakar mengartikan era globalisasi adalah era dimana berkat 
kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang semakin 
pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya 
upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya 
itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin global pula. Di bidang 
ekonomi misalnya terjadi persaingan yang semakin ketat, sementara itu terjadi 
pula perkembangan nilai maupun ukuran dalam aspek-aspek kehidupan 
manusia, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun keamanan. Sudah 
barang tentu dampak era globalisasi ini merupakan tantangan yang sangat 
berat bagi negara-negara berkembang, karena kekuatan ekonomi maupun 
penguasaan teknologi masih terbatas bila dibandingkan dengan kemampuan 
ekonomi dan teknologi negara-negara maju. Dalam kondisi yang demikian, 
faktor kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan penguasaan 
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teknologi, kejelian dan kepandaian memanfaatkan peluang serta mengatasi 
kendala merupakan faktor terpenting bagi bangsa-bangsa di dalam menjamin 
kepentingan nasionalnya masing-masing. 
 
   Isu mengenai globalisasi ekonomi ini semakin marak setelah disetujui 
dan ditandatanganinya kesepakatan GATT-Putaran Uruguay oleh 122 Negara 
anggota di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 (Marrakesh 
Meeting). Pada pertemuan tersebut disetujui pula perubahan nama GATT 
(General Agreement On Tariff And Trade) menjadi WTO (World Trade 
Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia. GATT (persetujuan umum 
mengenai tarif dan perdagangan) merupakan suatu kesepakatan perdagangan 
multilateral yang berlaku sejak tahun 1948 dengan tujuan utama diantaranya : 
1. Liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan jumlah perdagangan dunia    
sehingga produksi meningkat. 
2. Memperjuangkan penurunan dan penghapusan hambatan-hambatan 
perdagangan baik dalam bentuk hambatan tarif bea masuk (tariff barrier) 
maupun hambatan lainnya (non tariff barrier). 
3. Mengatur perdagangan jasa yang mencakup tentang hak kekayaan 
intelektual (intellectual property rights) dan investasi (Syahmin Ak, 
2007:35). 
Meningkatnya produksi diharapkan akan terjadi peningkatan investasi yang 
sekaligus akan menciptakan lapangan kerja dan pada gilirannya akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, karena adanya 
kekhawatiran akan kegagalan perundingan GATT-Putaran Uruguay, maka 
negara-negara yang berada pada suatu kawasan dengan kesamaan potensi dan 
kebutuhan maupun hubungan geografis dan tradisional terdorong untuk 
membentuk kelompok atau kawasan perdagangan bebas (free trade area). 
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Beberapa kawasan perdagangan bebas tersebut seperti: 
1. AFTA (Asean Free Trade Area) yang mencakup negara-negara anggota 
ASEAN, 
2. NAFTA (North America Free Trade Area) yang mencakup Amerika 
Serikat, Kanada dan Meksiko, 
3. APEC (Asia Pacific Economic Community) yang mencakup negara-negara 
di kawasan Asia Pasifik, dan 
4. Uni Eropa (European Union) yang mencakup negara-negara di kawasan 
Eropa Barat (http://garaaa.blogspot.com/2008/05/makalah-ekonomi-
int.html 18 Maret 2009 pukul 15.30 WIB). 
Terbentuknya beberapa kawasan perdagangan bebas tersebut menyebabkan 
liberalisasi perdagangan akan berlangsung lebih cepat dari yang dijadwalkan 
oleh WTO yaitu mulai tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk 
negara berkembang. Sementara itu, AFTA mulai diberlakukan secara efektif 
pada tanggal 1 Januari 2003 dan perdagangan bebas sesama negara anggota 
APEC mulai diberlakukan tahun 2005. Sebagai bagian dari tatanan 
perekonomian dunia, Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka mau 
tidak mau harus ikut melaksanakan perdagangan bebas. Komitmen mengenai 
hal itu dimanifestasikan dalam bentuk keikutsertaan Indonesia dalam AFTA, 
APEC dan WTO. 
 
Kaitannya dengan sub sektor peridustrian, maka perindustrian di 
Indonesia sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional harus 
mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengembangkan 
teknologi industrinya dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengatasi 
ancaman yang timbul dari era globalisasi tersebut. Hal ini sangat penting 
mengingat sekarang sektor perindustrian sudah menjadi salah satu pilar 
pembangunan perekonomian nasional Indonesia. 
 
Bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mengembangkan 
pembangunannya agar dapat berhasil tidak harus dengan jalan menemukan 
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atau menciptakan teknologi sendiri, tetapi akan lebih efesien apabila 
mengambil alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya 
melalui penanaman modal secara langsung maupun dengan jalan perjanjian 
lisensi. Sebagaimana diungkapkan Abdulkadir Muhammad (2001:11) bahwa 
untuk meningkatkan kemampuan di bidang IPTEK salah satunya dapat 
ditempuh dengan cara pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal. 
 
Kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik berupa penanaman 
modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang 
dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional tersebut sudah berlangsung sejak lama dan berkembang terus-
menerus sampai sekarang hingga tanpa disadari sudah menjadi bagian penting 
bagi pertumbuhan perekonomian dan perkembangan hukum dalam mengatur 
permasalahan penanaman modal tersebut. 
 
Penanaman modal asing memerlukan hukum dan konstitusi hukum 
yang kondusif, dalam hal ini kepastian hukum merupakan unsur yang sama 
pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi. Sementara itu 
pertumbuhan investasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bertujuan 
untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi 
nasional ini bermaksud untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi 
Indonesia, dimana untuk merealisasikannya diperlukan peningkatan 
penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi 
kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam 
maupun dari pihak asing tersebut. 
 
Pengaturan hukum dalam bidang alih teknologi yang berkaitan dengan 
penanaman modal asing juga perlu diperhatikan dalam rangka untuk 
masuknya teknologi baru di Indonesia, apakah melalui kerjasama lisensi atau 
melalui penanaman modal asing secara langsung, dan apakah pemegang hak 
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cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 
lisensi tersebut. Untuk itu, perlu menjabarkan dengan tegas harus bagaimana 
mekanisme pengalihan teknologi dari pemilik teknologi asing kepada 
teknologi Indonesia, sehingga produksi suatu teknologi akan lebih meluas ke 
negera-negara berkembang. 
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk 
memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu alih teknologi 
juga perlu diatur dengan hukum Indonesia agar jelas kepastian hukumnya bagi 
para pihak yang terkait. Sebagai negara berkembang yang menyadari bahwa 
ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam 
mempercepat pembangunan sosial ekonomi nasional dan khususnya dalam 
memperlancar peningkatan produksi barang dan jasa dalam sektor industri 
serta masuknya teknologi asing yang tepat dari luar negeri ke dalam negeri 
dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan harga yang menguntungkan 
bagi kepentingan nasional, berarti akan memperbesar peranan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupan perindustrian bangsa 
Indonesia. 
 
Berdasarkan kategori di atas jelas terlihat bahwa penggunaan 
teknologi baru atau alih teknologi khususnya dalam bidang perindustrian 
harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan 
terhindar dari peniruan teknologi lain, dan hal ini sejalan dengan persetujuan 
umum tentang tarif dan perdagangan yang merupakan perjanjian perdagangan 
multilateral yang pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, 
perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Hal ini juga  
sesuai dengan piagam CERDS yang menyatakan bahwa setiap negara 
memiliki hak untuk mendapat manfaat dari kemajuan dan perkembangan 
IPTEK negara lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosialnya 
(Huala Adolf, 2005: 217). 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 
penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam subtansi-subtansi dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai 
kontrak alih teknologi dalam perindustrian yang ada di Indonesia dikaitkan 
dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas perjanjian. Untuk 
itu penulis memilih judul penulisan hukum” ANALISIS UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN 
MODAL KAITANNYA DENGAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI 
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
 
Perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian penting 
dalam penulisan hukum. Adanya permasalahan yang tegas akan dapat 
dihindarinya penyimpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian 
akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah yang 
jelas juga akan didapat sebuah kesimpulan hasil pengamatan yang baik dan 
tidak mengambang Dalam penulisan hukum ini penulis membatasi ruang 
lingkup permasalahan hanya yang berkaitan dengan industri manufaktur saja. 
 
Dalam penulisan hukum (skripsi) ini, penulis mencoba merumuskan 
beberapa permasalahan yang hendak diangkat yaitu sebagai berikut : 
1 Apakah peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal sudah memadai dikaitkan dengan kontrak alih 
teknologi dalam rangka pengembangan perindustrian di Indonesia ? 
2 Apakah potensi masalah yang timbul dari lahirnya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kaitannya dengan 
kontrak alih teknologi di Indonesia ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
 
Maksud adanya tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang 
tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan 
sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan 
penulisan hukum (skripsi) ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah: 
 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi 
dalam rangka pengembangan perindustian di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui potensi masalah yang timbul dari lahirnya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kaitannya 
dengan kontrak alih teknologi di Indonesia. 
2.  Tujuan subyektif 
a Untuk menambah wawasan maupun pengetahuan guna memperluas 
pemahaman mengenai kontrak alih teknologi dalam rangka 
pengembangan industri yang terjadi dalam masyarakat, dimana dalam 
kenyataannya tidak sedikit pelaku usaha yang merasa dirugikan 
dengan pelaksanaan kontrak alih teknologi tersebut karena 
keterpaksaan kebutuhan modal. 
b Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu 
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat 
penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang 
menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1.  Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan 
pengalaman serta pengetahuan hukum dalam perkembangan bidang 
ilmu hukum Perdata, khususnya dalam bidang hukum Investasi, Hak 
Kekayaan Intelektual dan Perindustrian. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
mengetahui lebih dalam mengenai kontrak alih teknologi dalam 
pengembangan industri-industri yang ada di Indonesia dalam bentuk 
konsep maupun teori hukumnya. 
 
2.  Manfaat praktis 
a Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah 
yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. 
b Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola 
pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa 
fakultas hukum untuk dijadikan bahan rujukan dalam memperdalam 
teori dan praktek hukum Perindustrian, Hak Kekayaan Intelektual dan 
Investasi. 
 
E. METODE PENELITIAN HUKUM 
 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu 
(Soerjono Soekanto, 2006:43). 
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Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor 
yang penting dalam proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan 
dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk 
mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis data yang dihadapi. Sehubungan 
dengan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut : 
 
1.   Jenis Penelitian 
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penulisan 
hukum (skripsi) ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier (Soerjono Soekanto,2006:15).  
 
2.   Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum 
(skripsi) ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian 
yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-
teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru ( Soerjono Soekanto, 
2006: 10).  
 
3.  Pendekatan Penelitian 
   Penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan jenis pendekatan 
undang-undang (statue approach). Suatu penelitian normatif harus 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) karena 
yang akan diteliti disini adalah aturan hukum yang menjadi fokus 
sekaligus tema sentral penelitian (Johnny Ibrahim, 2006: 302). 
 
 
 
 xxiii
4.   Jenis dan Sumber Data Penelitian 
 Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
jenis data sekunder yang meliputi data-data atau informasi yang diperoleh 
dari penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
   Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan hukum 
(skripsi) ini adalah sumber data sekunder, antara lain: 
a) Bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat yang terdiri dari : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; 
3) Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
4) Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; 
5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; 
6) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
7) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 
8) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 
9) Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 tentang 
Jenis-Jenis Industri; 
10) Surat Keputusan Menteri Negara Investasi No. 38/Sk/1999 tentang 
Tata Cara Permohonan dan Perluasan Penanaman Modal Dalam 
Negeri dan Penanaman Modal Asing. 
11) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha 
Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal. 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakia; 
13) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin 
Masuk dan Izin Keimigrasian; 
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b) Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang meliputi bahan-
bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 
seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, artikel, makalah, literatur, 
majalah serta surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
c) Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk maupuan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya 
(Soerjono Soekanto, 2006:52). 
 
5.   Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara 
identifikasi, menelusuri, mengkaji dan mencatat isi data-data sekunder 
hasil dari studi kepustakaan dan indeks-indeks hukum yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
 
6.  Teknik Analisis Data 
Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 
menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu 
suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah 
selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam 
pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy 
J. Moleong, 1994: 103). 
 
Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis data 
yang digunakan penulis adalah silogisme enterpretasi, yaitu berupa teknik 
yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan 
yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 
sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan 
hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-
tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Di sini penulis akan 
menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan hukum. 
 
BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA  
 Dalam bab ini berisi mengenai kajian pustaka yang berkenaan 
dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan 
landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga mengenai 
konsep kerangka pemikiran. 
 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab 
permasalahan yang ditentukan sebelumnya. Pertama mengenai 
peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal kaitannya dengan kontrak alih teknologi 
dalam rangka pengembangan perindustrian di Indonesia, dan 
potensi masalah yang timbul dari terbentuknya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kaitannya 
dengan kontrak alih teknologi di negara Indonesia. 
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BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang simpulan dari jawaban permasalahan yang 
menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada 
para pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Umum tentang Perindustrian 
 
a.  Pengertian Perindustrian 
 
Penulisan hukum (skripsi) ini penulis salah satunya mengacu 
pada kerangka teori tentang perindustrian dalam rangka pelaksanaan 
kontrak alih teknologi dalam industri-industri yang ada di Indonesia, 
dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
sebagai dasar hukumnya. Melihat unsur-unsur diatas maka penulis 
akan menguraikan beberapa definisi yang berkaitan dengan 
perindustrian terlebih dahulu dengan melihat dari beberapa sudut 
pandang. 
 
Mendefenisikan pengertian industri sebenarnya merupakan 
suatu hal yang sulit karena masing-masing instansi dan para ahli 
memberikan pengertian yang berbeda-beda. Industri menurut Pasal 1 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 
barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai 
yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan industri. 
 
Industri adalah organisasi enterprenuer yang mengolah bahan 
baku atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai 
nilai tambah dengan cara melakukan investasi mesin dan peralatan 
yang dibutuhkan (Nita Kurniawan, 2003:20). 
 xxviii
Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang 
dengan mengunakan sarana dan peralatan yang memadai (KBBI, 
2007:125). 
 
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 
mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki 
nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut  
(http://id.wikipedia.org/wiki/industri18 Maret 2009 Pukul 16.00 WIB). 
 
Berdasarkan definisi industri di atas, dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa yang disebut dengan industri adalah suatu produksi 
atau kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa 
yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya dengan 
jalan memanfaatkan sumber-sumber yang diperoleh dan teknologi 
yang dapat dikuasai oleh ketrampilan dan dikelola dengan 
management yang baik. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan 
segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1984 tentang Perindustrian. 
 
b.  Jenis Perindustrian 
 
Jenis industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah bagian suatu 
cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau 
hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. Usaha perakitan atau 
assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri 
tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 
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 Jenis industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya dapat 
dibedakan menjadi 4 (empat) macam, antara lain: 
a) Industri kimia dasar 
Misalnya industri semen, pupuk, obat, dan kertas. 
b) Industri mesin dan logam dasar 
Misalnya industri pesawat terbang, dan kendaraan bermotor. 
c) Industri kecil 
Misalnya industri roti, kompor minyak, dan makanan ringan 
d) Aneka industri 
Misalnya industri roti, kompor minyak, dan makanan ringan 
(berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986). 
 Jenis industri berdasarkan asal bahan bakunya antara lain: 
1)   Industri ekstraktif 
Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil 
langsung dari alam sekitar. 
Misalnya: industri pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, 
peternakan, dan pertambangan. 
2)   Industri nonekstraktif 
Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari 
tempat lain selain dari alam sekitar. 
3)   Industri fasilitatif 
Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah 
berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. 
misalnya asuransi, perbankan, dan transportasi. 
Jenis industri berdasarkan besar kecilnya modal dibagi menjadi: 
1)   Industri padat modal 
Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal 
yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun 
pembangunannya. 
 
 
 xxx 
2)   Industri padat karya 
Industri padat karya adalah industri yang lebih metitikberatkan 
pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan 
serta pengoperasiannya. 
Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya dibedakan: 
1)   Industri rumah tangga 
Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau 
tenaga kerjanya berjumlah antara 1 sampai 4 orang. 
2)   Industri kecil 
Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga 
kerjanya berjumlah antara 5 sampai 19 orang. 
3)   Industri menengah 
Industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan atau 
tenaga kerjanya berjumlah antara 20 sampai 99 orang. 
4)   Industri besar 
Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga 
kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih. 
Jenis industri berdasarkan pemilihan lokasinya dapat dibedakan: 
1)  Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market 
oriented industry) 
Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target 
konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di 
mana konsumen potensial berada, semakin dekat ke pasar akan 
semakin menjadi lebih baik. 
2)  Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja 
(man power oriented industry) 
Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman 
penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan 
banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien. 
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3)  Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku 
(supply oriented industry) 
Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku 
berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang 
besar. 
Uraian  jenis-jenis industri di atas kami paparkan hanya untuk 
memberikan pengetahuan dan memudahkan penulis dalam 
menentukan jenis industri yang perlu untuk melakukan alih teknologi 
dalam pelaksanaan kegiatan produksinya. Karena sebagaimana kita 
ketahui bahwa dalam menjalankan dan atau mengembangkan bidang 
usaha industri, perusahaan industri menggunakan dan menciptakan 
teknologi industri yang tepat bagi pengelolaan kegiatan industri 
mereka. Apabila perangkat teknologi industri yang akan digunakan 
tersebut tidak tersedia di dalam negari maka pemerintah harus 
membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar yang 
diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri. 
 
c. Tujuan Pembangunan Industri 
 
  Pembangunan industri adalah bagian dari pembangunan 
nasional, sehingga pembangunan industri harus mampu memberikan 
sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun 
sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan 
industri masa depan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, 
bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan 
di sektor industri saja yang disebabkan oleh melemahnya daya saing, 
tetapi juga harus mampu turut serta mengatasi permasalahan nasional. 
   
  Tujuan pembangunan industri nasional berdasarkan agenda 
dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu dalam 
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kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 
2004-2009  yakni (Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005): 
a) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, 
b) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis,dan 
c) Mewujudkan Indonesia yang Lebih Sejahtera. 
Sedangkan arah pembangunan industri secara khusus tertuang dalam 
RPJMN Bab 18 tentang Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur. 
Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang 
mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada 
besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas 
bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber 
daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan 
keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia 
(competitive advantage).  
 
  Tujuan pembangunan industri jangka panjang (2010-2025): 
a) Memperkuat basis industri manufaktur agar industri yang 
tergabung dalam kelompok ini mampu menjadi industri kelas dunia 
(world class industry). 
b) Meningkatkan peran industri prioritas agar menjadi modal 
penggerak perekonomian nasional. 
c) Meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap struktur 
industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar 
dengan industri kecil dan menengah  
Di samping itu, pembangunan industri juga harus mengacu kepada 
amanat pembangunan bangsa yang termuat dalam konstitusi dengan 
menganut asas-asas yang diletakkan untuk menjamin terpenuhinya 
aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, teknologi dan keamanan, demi 
keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan kesejahteraan rakyat, 
dan generasi bangsa di masa depan, contoh konkret yang dapat 
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dilakukan pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang 
misalnya: 
a)  Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri;  
b)  Meningkatkan ekspor dan pemberdayaan pasar dalam negeri; 
c) Memberikan sumbangan pertumbuhan bagi perekonomian; 
d)  Mendukung perkembangan sektor infrastruktur ; 
e)  Meningkatkan kemampuan teknologi ; 
g)  Meningkatkan penyebaran industri 
 (http://www.setnag.go.id/indek2.php 13 Mei 2009 Pukul 11.39 
WIB). 
 
 d. Straregi Pengembangan Industri 
 
 Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
cara atau hasil usaha mengembangkan, sedangkan mengembangkan 
berarti membuka, memajukan, menjadikan besar, dan bertambah baik 
(KBBI edisi ke 4, 2007:414). 
 
 Pengembangan menurut S.P Siagan merupakan investasi 
SDM untuk jangka panjang, sehingga pengembangan di sini lebih 
berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan menekankan 
pada peningkatan melaksanakan tugas baru di masa mendatang 
(1996:182). 
 
 Berdasarkan pengertian pengembangan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan industri 
adalah suatu cara atau usaha jangka panjang untuk memajukan 
kemampuan di bidang industri agar lebih berkembang dan dapat 
bertahan. 
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 Strategi pembangunan industri di sini diperlukan dalam 
upaya agar industri yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia dapat 
tepat guna dan tepat sasaran, untuk itu dalam rangka mengembangkan 
sektor perindustrian Indonesia, pemerintah dan para pihak yang terkait 
dapat melakukan beberapa cara, diantaranya: 
1) Strategi Pokok 
a) Memperkuat keterkaitan kegiatan industri pendukung, industri 
terkait (related industries), industri penyedia infrastruktur, dan 
industri jasa penunjang lainnya sebagai upaya membangun 
jaringan industri (networking) dan meningkatkan daya saing 
yang mendorong inovasi;  
b) Meningkatkan produktivitas, dan efisiensi jenis sumber daya 
yang digunakan dalam industri, serta memfokuskan pada 
penggunaan sumber-sumber daya terbaru (green product); 
c) Mengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui 
skema pencadangan usaha, bimbingan teknis dan manajemen 
serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara 
ekspansif dan handal bersaing dibidangnya, mendorong sinergi 
IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan (aliansi), 
dan membangun lingkungan usaha IKM yang menunjang. 
 
2) Strategi Operasional  
a) Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan 
prasarana dan sarana fisik di daerah-daerah yang potensial; 
b) Menyempurnakan instrumen hukum untuk pengaturan 
kehidupan industri yang kondusif, menjamin kepastian usaha,  
dan penegakan hukum yang konsisten; 
c) Mengurangi sekecil mungkin intervensi pemerintah terhadap 
pasar, dan menghormati kebebasan usaha pelaku industri; 
d) Sinkronisasi kebijakan sektor terkait, seperti kebijakan bidang 
Investasi dan sektor Perdagangan; 
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e) membangun jiwa aparat yang bersih, dan profesional dalam 
membina dan memberikan pelayanan fasilitatif kepada dunia 
usaha melalui ketentuan administratif yang sederhana, dapat 
mencegah kecurangan dan manipulasi yang merugikan negara 
dan masyarakat (http://www.setnag.go.id/indek2.php 13 Mei 
2009 Pukul 11.39 WIB). 
 
2.  Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal 
 
  a. Pengertian Penanaman Modal 
 
Untuk lebih memahami arti dari penanaman modal, maka 
perlu diberikan batasan yang jelas terhadap pengertian dari penanaman 
modal tersebut. Penanaman modal pada suatu perusahaan dalam 
bahasa Inggrisnya disebut dengan investment, dimana dalam 
perkembangannya kita sering menyebutnya dengan istilah investasi. 
Pengertian dari penanaman modal sendiri adalah penyerahan sejumlah 
uang yang akan digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau 
proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam 
bentuk investasi (R.Soetarno, 1993:197). 
 
Penanaman modal adalah segala kegiatan yang dilakukan 
untuk mencapai sarana-sarana strategis tertentu di masa mendatang 
(Syahmin, Ak, 2007:17). 
 
Abdulkadir Muhammad (2002:311) memberikan pengertian 
penanaman modal dalam arti luas, beliau mengatakan bahwa modal 
yang diserahkan tersebut sebenarnya tidak hanya berupa uang saja 
tetapi dapat berupa barang yang dapat digunakan menjalankan 
perusahaan, maupun tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari 
modal yang diperhitungkan sebagai faktor produksi untuk memperoleh 
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keuntungan serta jasa yang juga memungkinkan untuk dilaksanakan 
dalam penanaman modal tersebut. 
 
Penanaman modal dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala 
bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 
negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di 
wilayah Negara Republik Indonesia. 
 
b. Jenis Penanaman Modal 
 
Jenis penanaman modal penulis paparkan sehubungan dengan 
penelitian yang dilakukan, yakni mengenai analisis Undang-Undang 
Penanaman Modal yang mana didalamnya terdapat penanaman modal 
yang dilakukan di dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) 
dan penanaman modal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing). 
 
1) Penanaman Modal Dalam Negeri 
 
Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan 
masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan barang-barang yang 
dimiliki oleh negara dan swasta nasional atau swasta asing yang 
berdomisili di Indonesia yang disediakan untuk menjalankan usaha 
(Abdulkadir Muhammad, 2002:315). 
 
 Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara 
Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau 
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan 
hukum (Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 
tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang 
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tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman 
modal). 
 
 Berbeda dengan pengertian diatas, dalam Pasal 1 Ayat (2) 
Undang-Undang Penanaman Modal memberikan pengertiannya 
sendiri bahwa: “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam 
negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”. 
 
2)  Penanaman Modal Asing 
 
Modal asing menurut Kansil (2005:393) tidak hanya 
berbentuk alat pembayaran luar negeri (valuta asing), tetapi 
meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang digunakan untuk 
menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan orang 
asing dimana keuntungan yang diperoleh dapat ditransfer ke luar 
negari dan dipergunakan kembali di Indonesia. 
 
Penanaman modal asing (foreign investment) merupakan 
suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk 
melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam 
bentuk apapun ke wilayah suatu Negara lain (Munir Fuady, 
2002:67). 
 
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang 
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ). 
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c. Bidang Usaha Penanaman Modal 
 
Pengaturan dan penetapan bidang usaha penanaman modal 
oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan 
penanaman modal khususnya penanaman modal asing kepada bidang-
bidang usaha yang memerlukan modal yang cukup besar, lokasi usaha, 
tingkat penguasaan teknologi, skill maupun management yang 
memadai, sehingga diharapkan sesuai dengan rencana pembangunan 
nasional dan kebutuhan perkembangan bangsa Indonesia.  
 
Berdasarkan pengaturan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan bidang usaha 
penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi: 
1) bidang usaha yang terbuka; 
Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi swasta untuk 
melakukan penanaman modal, bahkan kegiatan-kegiatan negara 
yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta 
meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh 
pemerintah, terutama bidang-bidang yang penguasaannya wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali dinyatakan 
tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan 
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal. 
2) bidang usaha yang tertutup; 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 merupakan pedoman 
terbaru dalam menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk 
penanaman modal, baik dari investasi asing maupun investasi 
dalam negeri. Daftar Negatif Investasi tersebut antara lain: 
a) Sektor kebudayaan dan pariwisata yang meliputi obyek ziarah, 
peninggalan sejarah, museum pemerintah, dan monumen. 
b) Sektor kehutanan terkait pemanfaatan atau pengambilan koral. 
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c) Sektor kelautan dan perikanan terkait penangkapan spesies ikan 
jenis tertentu. 
d) Sektor komunikasi dan informatika terkait manajemen dan 
penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio 
dan orbit satelit Lembaga Penyiaran Publik radio dan televisi. 
e) Sektor perhubungan meliputi penyediaan dan penyelenggaraan 
terminal darat, penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan 
timbang, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor 
dan pengujian berkala kendaraan bermotor, telekomunikasi 
atau sarana bantu navigasi pelayaran, Vessel Traffic 
Information System (VTIS), dan pemanduan lalu lintas udara. 
f) Di sektor perindustrian bidang usaha yang tertutup adalah: 
(a) Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. 
 seperti CFC, Methyl Bromida, Halon, dan Chloroform, 
(b) Industri bahan kimia skedul-i konvensi senjata kimia. 
 seperti sarin, soman, saxitoxin, dan ricine, 
(c) Industri minuman yang mengandung alkohol. 
 seperti minuman keras, dan anggur, 
(d) Industri pembuat chlor alkali berbahan merkuri, dan 
(e) Industri siklamat dan sakarin. 
g) Di sektor pertanian yang tertutup yakni budidaya ganja. 
 Bidang usaha yang tertutup tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
tujuan-tujuan non komersial seperti penelitian dan pengembangan 
dengan persetujuan sektor yang bertanggung jawab. 
3) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. 
Persyaratan yang dimaksud dalam hal ini didasarkan kepada 
kepentingan nasional, yaitu meliputi perlindungan sumber daya 
alam, perkembangan usaha makro, kecil, menengah dan koperasi, 
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas 
teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan 
badan usaha yang ditunjuk pemerintah. 
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d) Tata Cara Penanaman Modal 
 
Sejak pertama kali Undang-Undang Penanaman Modal (baik 
PMA maupun PMDN) disahkan dan dinyatakan berlaku oleh 
pemerintah, tatacara penanaman modal di Indonesia sering mengalami 
perubahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan modal dan 
teknologi dalam negeri sehingga pemerintah perlu melakukan 
pembinaan dan pengawasan melalui perundang-undangan penanaman 
modal untuk menciptakan iklim yang nyaman bagi PMA untuk 
berinvestasi. 
 
1) Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi / 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 
38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 adalah: 
 
 
 
Gambar 1. Skema Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri 
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Keterangan: 
a) Calon investor dapat menyampaikan berkas Permohonan Surat 
Persetujuan PMDN kepada BKPM Pusat (Meninves) atau langsung 
kepada BKPMD Provinsi (Gubernur) tempat penanaman modal 
akan dilaksanakan yang  berisi : 
(1) Surat Permohonan kepada Gubernur di mana penanaman 
modal tersebut akan dilaksanakan selaku Ketua BKPMD atau 
kepada Meninves selaku Kepala BKPM Pusat; 
(2) Isian Formulir Aplikasi Model I / PMDN. 
b) Melampirkan : 
(1) Rekaman akte pendirian perusahaan; 
(2) Rekaman Anggaran Dasar yang telah disyahkan; 
(3) Rekaman Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan; 
(4) Surat Kuasa bila pengurusan permohonan diwakilkan; 
(5) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
(6) Uraian proses produksi dilengkapi dengan bagan alurnya serta 
jenis bahan baku/penolong bagi kegiatan di bidang industri, 
atau uraian usaha bagi kegiatan di bidang jasa. 
Permohonan SP PMDN ini dapat diselesaikan dalam 10 (sepuluh) 
hari kerja sejak berkas lengkap diterima. 
 
2) Tatacara Penanaman Modal Asing 
Penanaman modal asing pertama kali dilaksanakan melalui 
instruksi Presidium Kabinet No. 36/IN/6/1967 yang menetapkan 
bentuk usaha kerja sama dengan perusahaan campuran (joint 
enterprise), sebelum diperbaharui dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal asing wajib 
dilakukan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan 
berada di wilayah Indonesia, dengan cara penanaman modal secara 
langsung (direct investment) ataupun dalam bentuk kerja sama 
(joint venture) dengan swasta nasional Indonesia dengan syarat: 
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a) penanaman modal asing harus dalam bentuk kerjasama; 
b) penyertaan pihak Indonesia dalam PMA harus 51%; 
c) menggunakan tenaga kerja, tenaga teknis maupun manajemen; 
d) kredit investasi untuk pribumi (Aminuddin Ilmar, 2007:49). 
Dalam perkembangannya Pemerintah membuka kepemilikan 
mayoritas modal asing di atas 50% untuk sektor usaha strategis, 
95% kepemilikan sektor pertambangan, energi dan perkebunan, 
serta 65% untuk sektor telekomunikasi seluler dan 49% untuk fixed 
line (Hulman Panjaitan, 2007:57). 
 
Prosedur  penanaman modal asing di Indonesia yaitu: 
a) Calon investor wajib mengetahui Daftar Negatif Investasi, atau 
menghubungi BKPM atau BKPMD; 
b) Mengajukan permohonan persetujuan PMA kepada BKPM 
Pusat (Meninves) atau langsung kepada BKPMD Provinsi 
(Gubernur) tempat penanaman modal akan dilaksanakan. 
Sesuai Paket Reformasi Kebijaksanaan Investasi Pemerintah, 
diantaranya melimpahkan wewenang pemberian persetujuan 
Penanaman Modal melalui pelayanan satu atap dari Meninves / 
Kepala BKPM kepada Gubernur. Diatur Surat Keputusan 
Presiden RI Nomor 117 tahun 1999 tentang Tatacara 
Penanaman Modal dan Surat Keputusan Meninves Nomor 
38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan 
Tatacara Permohonan Penanaman Modal; 
c) Meninves menyampaikan rekaman Surat Persetujuan PMA 
kepada instansi terkait; 
d) Meninves mengeluarkan Angka Pengenal Importir Terbatas, 
keputusan keringanan bea masuk dan pungutan impor lain, 
persetujuan rencana penggunaan tenaga kerja asing, serta izin 
usaha tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha 
tersebut; 
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e) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten mengeluarkan izin lokasi 
sesuai dengan rencana tata ruang; 
f) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atas nama 
Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan 
Kota untuk DKI Jakarta atas nama Gubernur mengeluarkan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
g) Sekretaris Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota yang 
bersangkutan dan Kepala Kantor Ketertiban untuk DKI Jakarta 
mengeluarkan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan 
(Ho) kecuali bagi perusahaan industri yang wajib AMDAL; 
h) Calon investor wajib menyampaikan daftar induk barang-
barang modal serta bahan baku dan penolong yang akan di 
impor kepada BKPM. 
 
e) Tujuan Penanaman Modal 
   
 Negara berkembang membutuhkan modal pembangunan 
nasional melalui penanaman modal, sehingga kehadiran para investor 
tidak mungkin dihindari. Permasalahannya kehadiran investor sangat 
dipengaruhi kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik 
negara, dan penegakan hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, 
pemerintah dan masyarakat dituntut menciptakan iklim yang kondusif 
untuk investasi bagi pertumbuhan perindustrian nasional Indonesia. 
Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah antara lain adalah dengan 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya 
tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. 
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  Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana 
ditetapkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, 
antara lain: 
1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 
2) menciptakan lapangan kerja; 
3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 
5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 
6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
7) mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan 
menggunakan dana dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 
8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
3. Tinjauan tentang Kontrak Alih Teknologi 
 
a. Pengertian Kontrak Alih Teknologi 
 
  Sebagaimana ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata bahwa suatu 
perikatan dapat bersumber dari perundang-undangan maupun dari 
perjanjian atau kontrak. Kontrak merupakan bagian terpenting dari 
hukum perdata internasional yang mengalami perkembangan untuk 
memberikan kepastian pada bidang ekonomi dan politik suatu bangsa, 
untuk itu perlu dibahas terlebih dahulu mengenai apa itu kontrak. 
 
   Perikatan yang bersumber dari perjanjian pada prinsipnya 
mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber 
dari Undang-Undang. Dasar hukum kekuatan mengikat perikatan yang 
berasal dari perjanjian adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 
mengatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 
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   Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contract. 
Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst (perjanjian). 
Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata ”Perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih”. 
 
   Judul Bab Kedua Buku III KUHPerdata berbunyi:“tentang 
perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”. Dari kalimat 
tersebut jelas bahwa kata kontrak sama artinya dengan perjanjian, yang 
mana dalam praktek kehidupan dalam masyarakat orang biasanya 
menggunakan kata kontrak untuk menunjuk akta atau perjanjian 
(Kartini Muldjadi, 2003:7). 
 
   Kontrak menurut doktrin (teori lama) adalah perbuatan 
hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 
Sedangkan menurut teori baru sebagaimana dikutip Salim HS dari 
pendapat Van Dunne, yang diartikan dengan kontrak adalah suatu 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 
untuk menimbulkan akibat hukum (Salim Hs, 2008: 8). 
 
 Contract an agreement between two or more persons, not 
merely a shared belief, but common understanding as to something 
that is to be done in the future by one or  both  of  them, artinya bahwa 
kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, tetapi tidak 
hanya memberikan kepercayaan melainkan secara bersama-sama 
saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang 
untuk seseorang atau keduanya dari mereka (Charless Knapp and 
Nathan M. Crystal dalam Munir Fuady, 2001:5). 
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 Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu 
dengan subjek hukum yang lain dalam bidang keperdataan, dimana 
subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang 
lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan. 
 
 Suatu kontrak akan mengikat apabila memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 
a) terdapat kata sepakat (the meeting of mind between parties); 
b) pihak yang terlibat harus cakap (legal capacity of the parties); 
c) mengenai hal-hal tertentu (a definite object); dan 
d) adanya suatu sebab yang halal (legal purposes and perfomance) 
(Subekti,2002:17). 
 
 Sehubungan dengan syarat sahnya kontrak diatas, maka ada  
tiga tahapan dalam pelaksanaan kontrak, yaitu: 
a) tahap pernyataan kehendak (precontraktuele fase); 
b) tahap penyesuaian pernyataan kehendak (contractuele fase); 
c) tahap pelaksanaan kehendak (postcontractuele fase). 
Tahap-tahap ini dapat diterapkan dalam kontrak alih teknologi, 
meskipun tidak harus secara keseluruhan (Dewi Astutty M,2001:27). 
 
Teknologi adalah pengetahuan tentang pemakaian alat-alat 
dalam proses pembuatan barang, dimana jika dulu proses industri 
menggunakan peralatan tradisional seiring dengan perkembangan 
pengetahuan yang dimiliki manusia mesin merupakan appropriete 
technology atau teknologi tepat guna (Amir Pamuntjak,1994:7). 
 
Teknologi adalah ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
yang disusun dengan cara sistematika tertentu dari suatu pengamatan 
dan studi pemeriksaan (Alhamra dalam Ok Saidin, 2004:306). 
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Teknologi merupakan technical know-how yang berkaitan 
dengan produksi barang dan jasa termasuk alat-alat ( Peter Mahmud 
Marzuki, 1993:25). Pengertian technical know-how di sini diartikan 
sebagai teknik untuk mengetahui rahasia di belakang peralatan yang 
memproduksi barang dan jasa tersebut, dan alih teknologi dengan cara 
seperti inilah yang sebenarnya harus diterapkan. 
 
Teknologi adalah komposisi cara yang terdiri atas ketrampilan 
merancang dan melaksanakannya, terutama yang menggunakan panca 
indra dan ketrampilan yang terecana seperti pengetahuan dan informasi 
(Ibrahim Idham dalam Ok Saidin, 2004:307). 
 
Alih teknologi berasal dari kata transfeer of tecnology yang 
artinya proses mengalihkan teknologi dari suatu unit produksi ke unit 
lainnya dengan persyaratan pengetahuan (Saidin, 2004:305). 
 
Alih teknologi adalah pengalihan kebutuhan teknologi dari 
pihak yang memiliki teknologi dan menawarkan teknologinya tersebut 
kepada pihak yang memerlukan teknologi serta proses pengaturan 
pengalihan teknologi itu sendiri (Sumantoro, 1986:121). 
 
Alih teknologi adalah suatu cara  pengalihan pengetahuan atau 
keterampilan teknologi, terutama masalah pemindahan materialnya 
dari suku cadang yang terkecil sampai ke pabrik yang paling lengkap 
(KBBI, 2007:30). 
 
Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan 
dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan 
atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun 
yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya (Pasal 1 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005). 
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Alih teknologi dalam pengertian Undang-Undang Penanaman 
Modal Asing sebagaimana dikatakan (Erman RG, 1995:512) adalah 
alih teknologi dalam pengertian penyerapan teknologi asing yang 
dibawa ke dalam perindustrian Indonesia secara terkelanjutan dan alih 
teknologi dalam pengertian mewarisi teknologi perusahaan asing 
tersebut karena habis izin usahanya, baik karena perjanjian, konpensasi 
atau nasionalisasi dalam arti dijalankan sepenuhnya alih teknologi 
tersebut oleh tenaga Indonesia dan dengan modal nasional 
(http://library.usu.ac.id/download/fh/hkm-int-abdul.pdf 20 Maret 2009 
Pukul 10.00 WIB). 
 
Dengan demikian dapat dirumuskan alih teknologi adalah cara 
pengalihan hak-hak teknologi dari satu negara ke negara lain yang 
mana biasanya teknologi tersebut beralih dari negara maju ke negara 
berkembang dengan berbagai cara tergantung pada jenis teknologi 
yang dibutuhkan untuk proyek yang membutuhkan peralihan tersebut, 
sedangkan kontrak alih teknologi adalah perjanjian antara negara yang 
satu dengan negara yang lain dalam hal pengalihan teknologi, dimana 
negara maju sebagai pihak pemberi alih teknologi mempunyai hak 
untuk mendapatkan prestasi dan pihak penerima alih teknologi yang 
dominan sebagai negara berkembang berkewajiban untuk membayar 
pengalihan tersebut dengan cara yang disepakati. 
 
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Alih 
Teknologi  
 
 Pada hakikatnya antara hak dan kewajiban terdapat hubungan 
yang sangat erat. Di satu pihak kewajiban merupakan suatu kekuasaan 
yang dapat diterapkan, sedangkan di lain pihak hak merupakan 
tuntutan untuk melaksanakan kewajibannya. 
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 Kepentingan misalnya merupakan sasaran dari hak, bukan 
hanya karena hak dilindungi hukum, tetapi juga karena adanya 
perlakuan terhadap dirinya, dan hak tidak hanya mengandung unsur 
perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak (Satjipto 
Raharjo, 1996: 54). 
 
 Ciri-ciri yang melekat dalam hak menurut hukum misalnya: 
1) Hak melekat pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau 
subyek dari hak tersebut; 
2) Hak tertuju untuk orang lain yang memegang kewajiban, sehingga 
antara hak dan kewajiban memepunyai hubungan korelatif; 
3) Hak yang ada pada seseorang mewajibkan kepada orang lain untuk 
melaksanakan ( commission) atau tidak melaksanakan (omission) 
yang disebut sebagai bagian dari hak; 
4) Commission dan Commission menyangkut sesuatu yang dapat 
disebut sebagai obyek hak; 
5) Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa 
tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya 
(Dewi Astuty M, 2001:98) 
   
  James W. Nickel dalam Dewi Astuty mengatakan bahwa hak 
yang melekat pada pemiliknya meliputi juga hak ekonomi untuk 
menentukan siapa yang memilikinya, kekuasaan untuk menggunakan, 
menjual dan tindakan-tindakan pokok lain bagi aktifitas ekonomi 
(2001:98). Dengan demikian dapat dikatakan hak dalam kontrak tidak 
hanya berfungsi mendistribusikan kekuasaan dan keuntungan, 
melainkan juga menata sistem ekonomi dengan jalan menentukan 
pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk 
menjual dan memberikan berbagai jenis barang. 
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  Kaitan hak dan kewajiban dalam kontrak lisensi adalah 
adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, dimana hak 
pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi, dan 
sebaliknya. Contoh kewajiban dan hak pemberi dan penerima lisensi 
antara lain: 
1) Kewajiban Pemberi Lisensi 
a) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang 
dilisensikan  dapat digunakan oleh penerima lisensi; 
b) Kewajiban untuk menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam 
keadaan baik, dan terjaga kerahasiannya; 
c) Jaminan (warranty) 
Pemberi lisensi biasanya mencantumkan No Warranty Clause 
sehingga mereka tidak perlu memberikan jaminan apapun 
kepada penerima lisensi, kecuali mengenai hal-hal yang jelas 
disebutkan dalam perjanjian seperti pemberi lisensi berhak 
memberikan lisensi; dan informasi yang diberikan memenuhi 
standar yang umum digunakan dalam bidang terkait. 
2) Kewajiban Penerima Lisensi 
a) Kewajiban membayar royalti yang merupakan kewajiban 
utama dari penerima lisensi; 
b) Kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya 
dari perjanjian lisensi tersebut, kecuali dalam hal: 
(1) Apabila penerima lisensi setuju membayar suatu nominal 
royalti tertentu tanpa melihat apakah akan menggunakan 
haknya atau tidak; dan 
(2) Dalam hal non exclusive licence agreement. 
c) Kewajiban untuk tidak melakukan sanggahan atas keabsahan 
hak yang dilisensikan, menjaga kerahasiannya, menjaga 
kualitas produk yang dihasilkan, dan kewajiban untuk tidak 
melakukan kompetisi,serta kewajiban memenuhi dan mematuhi 
persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Mekanisme Lisensi Teknologi menurut Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2001 tentang Paten 
 
Konsep hukum alih teknologi dalam Undang-Undang Paten 
salah satunya adalah bahwa pemegang hak paten memiliki hak khusus 
untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain 
menggunakan hak patennya tanpa persetujuan lisensi teknologi. 
Sehingga alih teknologi dengan jalan lisensi paten merupakan cara 
yang paling ampuh untuk meningkatkan teknologi di kalangan 
masyarakat Indonesia. 
 
 
Perjanjian lisensi merupakan dasar kerjasama yang 
mengatur syarat-syarat dan kondisi perpindahan teknologi dari pihak 
asing ke perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Akibat 
belum adanya pengaturan alih teknologi secara khusus maka masalah 
perpindahan teknologi yang berlangsung dapat menggunakan 
ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang 
Paten dalam bentuk perjanjian lisensi yang pada dasarnya merupakan 
masalah hubungan kontraktual yang ditentukan kemampuan berunding 
antara pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi dengan 
menggunakan asas kebebasan berkontrak (Sumantoro, 1986:119). 
 
Lisensi sendiri secara umum adalah kewenangan dalam 
bentuk privilege (izin) yang diberikan negara yang bersifat komersial 
untuk menggunakan dan memanfaatkan paten, rahasia dagang maupun 
teknologi tertentu (Gunawan Widjaja, 2004:10). Sedangkan kontrak 
lisensi adalah kesepakan para pihak atas apa yang terdapat dalam short 
agreement yang mereka inginkan dalam bentuk tertulis, ditandatangani 
para pihak, dan didaftarkan pada kantor pemerintah yang berwenang 
(Suyud Margono, 2002:58). 
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   Rendahnya mutu produksi dalam negeri bila dibandingkan 
dengan barang impor menyebabkan industri nasional kalah bersaing 
dengan industri luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah kualitas 
teknologi dalam kegiatan produksi industri nasional yang sudah tidak 
efektif dan efesien dimana pengetahuan dan pemilikan teknologi sudah 
semakin luas dan berkembang. Negara-negara berkembang seperti 
Indonesia mencoba perencanaan industrialisasinya dengan melakukan 
alih teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha, terutama dengan 
sistem pembelian lisensi pengetahuan teknologi. 
 
  Adapun mekanisme pembelian lisensi teknologi yang 
dianjurkan antara lain: 
1) sistem joint venture dengan minoritas modal asing, dimana partner 
nasional mengadakan persetujuan know-how (pengetahuan 
teknologi) dengan partner asing sebagai pemegang lisensi asing; 
2) pabrik dibangun dengan kontrak turn-key antara pengusaha 
nasional dengan kontraktor asing, dilengkapi persetujuan lisensi 
teknologi antara pengusaha nasional dengan pemegang lisensi 
melalui kontraktor asing tersebut; 
3) pabrik dibangun oleh pengusaha nasional dengan bantuan lembaga 
penelitian riset nasional yang membeli lisensi know-how  atau 
paten asing yang biasanya masih dalam taraf laboratorium atau 
pilot scale; 
4) pabrik dibangun dengan desain dari biro teknik nasional sebagai 
licensing agency dari pemegang lisensi teknologi; 
5) pabrik dibangun oleh pengusaha nasional berdasarkan lisensi 
teknologi yang dibeli langsung dari pihak luar negeri yang 
memegang lisensinya (Amir Pamundjak, 1994:13). 
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d. Cara Alih Teknologi 
 
 Alih teknologi sering diartikan sebagai suatu proses untuk 
menjadikan Negara Berkembang ikut menguasai teknologi 
sebagaimana yang terjadi pada negara maju, dalam kenyataannya 
memang alih teknologi biasanya dilaksanakan dari suatu negara ke 
negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Alih 
teknologi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada 
macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek, 
dan korporasi transnasional menjadi faktor kunci dalam proses ini. 
Adapun cara-cara alih teknologi antara lain: 
1) Foreign Direct Investment, yaitu investasi jangka panjang yang 
ditanamkan oleh perusahaan asing secara langsung. Di sini investor 
memegang kendali atas pengelolaan aset dan produksi. Untuk 
menarik minat investor asing, Negara Dunia Ketiga menjalankan 
berbagai kebijakan seperti liberalisasi, privatisasi, menjaga 
stabilitas politik, dan meminimalkan campur tangan pemerintah. 
Padahal, kepemilikan asing atas modal sama saja dengan 
membentangkan jalan lebar menuju keuntungan dan pelayanan 
bagi korporasi transnasional. Mereka mengeksploitasi banyak 
keuntungan dengan resiko yang ditanggung oleh Negara Dunia 
Ketiga. Bayangan mengenai terjadinya alih teknologi dan 
pengembangan teknologi pribumi dirasakan sebagai impian yang 
terlalu muluk. 
2) Joint Ventures, yaitu kerjasama (partnership) antara perusahaan 
yang berasal dari negara yang berbeda dengan tujuan mendapat 
keuntungan. Dalam model seperti ini, kepemilikan diperhitungkan 
berdasarkan saham yang dimiliki. Jenis alih teknologi ini menjadi 
menarik sebab perusahaan-perusahaan asing dapat menghindari 
terjadinya nasionalisasi atas perusahaan. Perlu diketahui bahwa 
dalam Foreign Direct Investment resiko terjadinya nasionalisasi 
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secara tiba-tiba adalah cukup tinggi. Selain itu investor asing juga 
merasa riskan bila harus melakukan joint ventures dengan 
perusahaan nasional Negara Dunia Ketiga. 
3) Licensing Agreements, yaitu izin tertulis dari sebuah perusahaan 
kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menggunakan nama 
dagangnya (brand name), merek, teknologi, paten, hak cipta, atau 
keahlian-keahlian lainnya. Pemegang lisensi harus beroperasi di 
bawah kondisi dan ketentuan tertentu, termasuk dalam hal 
pembayaran upah dan royalti. Biasanya cara ini digunakan oleh 
perusahaan asing dengan mitra Negara Dunia Ketiga. Cara ini 
adalah yang paling memungkinkan terjadinya alih pembayaran 
atau larinya modal dari Negara Dunia Ketiga kepada perusahaan 
asing. Dalam kontrak alih teknologi, lisensi biasanya dilakukan 
dalam bentuk perjanjian Paten. 
4) Turnkey Projects, yaitu membangun infrastruktur dan konstruksi 
yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan proses 
produksi di Negara Dunia Ketiga. Bila segala fasilitas telah siap 
dioperasikan, perusahaan asing menyerahkannya kepada 
perusahaan domestik atau organisasi lainnya. Perusahaan asing 
juga menyelenggarakan pelatihan pekerja dalam negeri agar suatu 
saat dapat mengambil alih segenap proses produksi yang 
dibutuhkan. Kecil kemungkinan terjadi alih teknologi sebab 
perusahaan domestik hanya bisa mengoperasikan tanpa mengerti 
kepentingan pengembangan teknologi tersebut. Perusahaan 
domestik juga tidak bisa membangunnya dikarenakan pengetahuan 
yang terbatas dan tidak tersedianya modal yang cukup, sehingga 
peran tenaga kerja Indonesia di sini hanya sekadar menjadi budak 
suruhan (http://nadya.wordpress.com/2009/02/menelanjangi-alih-
teknologi 18 Juni 2009 Pukul 10.00 WIB). 
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5) Assignment, yaitu pengalihan terhadap obyek hak atas kekayaan 
industri. Undang-Undang dalam praktek hukumnya umumnya 
menegaskan bahwa pemilik paten dalam mentransfer hak-haknya 
kepada orang lain akan lebih baik dan aman bila dilakukan secara 
tertulis (evidenced in writing) atau dengan kata lain dalam bentuk 
dokumen legal yang pada umumnya ditunjukan sebagai  instrumen 
pengalihan hak paten (instrument of assignment of patent rights). 
Ketika sebuah Assignment terjadi, dapat diperjanjikan bahwa 
pemilik dari penemuan paten (assignor) tidak mempunyai hak lagi 
terhadap penemuannya tersebut dan orang atau badan hukum  yang 
memperoleh keseluruhan hak ekslusif (assignee) menjadi pemilik 
baru dan berhak untuk melakukan semua hak-hak ekslusifnya 
melalui paten tersebut. 
6) Know-how Contract, yaitu ketentuan mengenai kegiatan 
mentransfer dan mengakuisisi teknologi dalam bentuk tertulis yang 
terpisah dari kontrak lisensi untuk alasan-alasan tertentu. Hal 
tersebut juga memungkinkan ketentuan yang di atur dalam lisensi 
kontrak yang berkaitan dengan penemuan paten atau obyek lain 
dari hak kekayaan industri. Bahkan hal ini sangat memungkinkan 
ketika pemilik penemuan juga adalah pengembang hak know-how 
tersebut. Misal diagram lay out perlengkapan pabrik, lis suku 
cadang dan spesifikasi material baru, instuksi manual operasi 
mesin, packaging dan job description (Suyud Margono,2002:120). 
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B. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran. 
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Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara 
berkembang perlu meningkatkan pembangunan nasionalnya agar dapat 
mengikuti perkembangan dunia dalam era globalisasi ini. Cara yang dapat 
dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasionalnya 
adalah dengan melakukan pengembangan di berbagai bidang,  khususnya di 
bidang perindustrian yang merupakan salah satu motor penggerak 
perekonomian Indonesia. Perindustrian yang memiliki teknologi yang 
memadai akan berdampak pada produksi yang dihasilkannya, dan untuk 
mencapai produksi perindustrian yang memadai tersebut maka diperlukan 
adanya pengembangan teknologi yang digunakan. Salah satu cara 
pengembangan teknologi adalah dengan melakukan kontrak alih teknologi 
dengan negara maju pemilik teknologi yang bersangkutan. 
 
Terjadinya perkembangan perdagangan bebas dan ekonomi global 
yang semakin tidak dapat dihindari, khususnya liberalisasi perdagangan dan 
investasi sebagai tuntutan dari organisasi perdagangan dunia (WTO) yang 
telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, 
mendorong Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat kembali 
mengeluarkan kebijakan pokok pengaturan penanaman modal di Indonesia 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal 
pada tanggal 26 April 2007. Pengaturan alih teknologi sendiri dalam 
pelaksanaannya harus tetap berdasarkan beberapa peraturan yang juga terkait 
dengan masalah kontrak lisensi pengalihan teknologi. 
 
Permasalahannya adalah bahwa proses pengalihan teknologi di negara 
berkembang melalui cara perjanjian lisensi dengan menggunakan asas 
kebebasan berkontrak ternyata menemui hambatan, misalnya menyangkut 
perlindungan hukum yang diberikan masing-masing negara terkait isi kontrak 
alih teknologi tersebut, terutama terhadap pihak penerima teknologi. Apalagi 
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jika mengingat watak dasar perusahaan (termasuk korporasi transnasional) 
yang mengutamakan pencarian laba sebagai motif kepentingannya, dapat 
dipastikan cita-cita pembebasan keterbelakangan kemanusiaan, dan 
penyebaran pengetahuan melalui teknologi tidak lagi menjadi kepentingan 
yang utama. Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan penulis, terkait 
kepantingan pihak penerima teknologi yang seringnya tidak mendapatkan 
keadilan. Penulis berpendapat bahwa hal ini memerlukan tinjauan yuridis 
karena pasti akan banyak perubahan-perubahan pada sudut pandang 
hukumnya, baik secara teori maupun prakteknya. 
 
 Oleh karena itu, pada penulisan hukum ini penulis akan meninjau peranan 
Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia kaitannya dengan kontrak 
alih teknologi dalam rangka pengembangan perindustrian di Indonesia dan 
potensi-potensi masalah yang timbul dengan terbentuknya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 dalam hal kontrak alih teknologi itu sendiri. Hal ini 
perlu dikaji karena tentunya akan berimbas pada kegiatan usaha perindustrian 
Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya 
suatu kepastian hukum. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
kaitannya dengan Kontrak Alih Teknologi dalam Rangka Pengembangan 
Perindustrian di Indonesia 
 
2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal 
 
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) telah 
menetapkan tujuan dan arah pembangunan nasional untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur 
tersebut akan dapat terwujud melalui pembangunan di berbagai bidang, 
diantaranya di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini identik dengan 
pembangunan di sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, 
pertambangan, perindustrian dan jasa. Hal inilah yang selanjutnya 
mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang 
perekonomian, termasuk bidang penanaman modal. 
 
Pelaksanaan pembangunan yang terus diusahakan oleh Pemerintah 
hingga saat ini seperti kita ketahui pastinya memerlukan modal yang tidak 
sedikit dan dapat tersedia dalam keadaan yang tepat. Modal tersebut dapat 
disediakan oleh pemerintah bersama masyarakat, khususnya masyarakat 
dalam dunia swasta. Keadaan yang ideal dilihat dari segi nasionalisme 
adalah apabila kebutuhan akan modal yang dibutuhkan tersebut dapat 
sepenuhnya disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, baik 
itu oleh Pemerintah maupun dari dunia usaha swasta dalam negeri. Namun 
dalam kenyataannya hal ini tidaklah demikian, karena pada umumnya 
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Negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal ketersediaan 
modal yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan 
nasionalnya secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang 
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat untuk 
menabung yang masih rendah sehingga dana dari tabungan masyarakat 
yang sebenarnya dapat digunakan sebagai pinjaman pemerintah untuk 
pembangunan terlebih dahulu tidak mencukupi, terjadinya akumulasi 
modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) masyarakat 
Indonesia yang belum memadai serta tingkat teknologi yang dimiliki 
bangsa kita yang masih jauh dari kata modern. 
 
Kendala-kendala sebagaimana yang telah disebutkan diatas oleh 
Negara-negara berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai jalan 
dan altenatif yang ada diantaranya melalui pendekatan kepada Negara-
negara maju yang dapat memberikan bantuan modal kepada Indonesia dan 
kerja sama dengan Negara lain baik melalui penanaman modal langsung 
maupun dengan jalan melakukan kebijaksanaan lain yang memungkinkan. 
Alternatif yang demikian ini sudah mulai dicoba dijalankan oleh 
pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaannya untuk melaksanakan 
pembangunan nasionalnya dimana pada masa itu tidak dapat dipungkiri 
suatu kenyataan bahwa tingkat ketersediaan modal kita sangat tidak 
mencukupi untuk dapat melaksanakan tujuan pembangunan nasional. 
 
Puncak dari kemerosotan perekonomian dalam negeri adalah 
terjadinya peristiwa G30S.PKI pada tahun 1965 dan terjadinya peralihan 
pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru sekitar tahun 1966. Pada saat itu 
Indonesia mengalami peningkatan inflasi di atas 600 persen dan hampir 
menyebabkan perekonomian nasional berhenti sama sekali sehingga 
mengakibatkan dunia usaha kurang berkembang dan mengalami kelesuan. 
Melalui pendekatan terhadap Negara maju khususnya Belanda, maka 
bantuan luar negeri segera dapat disalurkan melalui jalur pemerintah asing 
 lxi
kepada pemerintah Indonesia untuk rehabilitasi prasarana fisik maupun 
sosial yang sudah mendesak. Bantuan kerja sama untuk pembangunan 
Negara Indonesia ini didapat melalui IGGI dengan koordinator  Belanda. 
Negara-negara donor melalui IGGI ini memberikan bantuan baik berupa 
pinjaman lunak jangka menengah maupun jangka panjang guna reservasi 
diberbagai bidang yang dianggap mampu mendukung pemulihan 
perekonomian bangsa seperti reservasi di bidang sarana dan prasarana, 
produksi, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan pemerintahan 
(Aminuddin Ilmar, 2004:3). 
 
Persoalan muncul kembali ketika perekonomian dunia yang selama 
ini berkembang dengan pesat melalui dukungan perdagangan dan moneter 
antar bangsa mengalami resesi, dalam proses tersebut kebanyakan Negara-
negara maju menjadi lebih tertutup sehingga menimbulkan kesulitan bagi 
Negara-negara berkembang untuk mencari alternatif lain selain bantuan 
pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan mereka. 
Salah satu alternatif yang akhirnya mereka coba gunakan adalah dengan 
menggalakkan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing. 
 
Modal asing dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing tidak hanya berbentuk alat pembayaran 
luar negeri (valuta asing), tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap 
yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-
penemuan orang asing dimana keuntungan yang diperoleh dapat ditransfer 
ke luar negari tetapi dipergunakan kembali di Indonesia (Kansil, 
2005:393). Sedangkan Munir Fuady mengatakan penanaman modal asing 
(foreign investment) merupakan suatu tindakan dari orang asing atau 
badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk 
berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu Negara lain (2002:67). 
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Berdasarkan kajian terhadap Pasal 1 Penanaman Modal Asing yang 
khusus mengaturnya, ditemukan defenisi dari penanaman modal asing 
adalah penggunaan modal asing secara langsung untuk menjalankan 
perusahaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini, dalam arti 
bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman 
modal tersebut. Langkah kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah guna 
mendapatkan modal pembangunan ini tidak hanya melalui penanaman 
modal asing, tetapi juga melalui penanaman modal dalam negeri sendiri. 
Namun karena pemerintah memandang bahwa penanaman modal asing 
merupakan persoalan yang paling mendesak, sebagaimana dikemukan 
Sumantoro(1986:104) bahwa kebijaksanaan pemerintah menerbitkan 
Undang-Undang Penanaman Modal Asing disertai pertimbangan agar 
dalam pembangunan sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan 
untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan 
ketergantungan kepada luar negeri, maka pada tanggal 10 Januari 1967 
pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing, kemudian disusul dengan Undang-
Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 
 
Melihat kondisi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang, 
setidaknya ada lima alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan 
investasi asing saat ini, antara lain: 
a.  Menyediaan Lapangan Kerja  
Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian 
berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran di Indonesia 
mengalami peningkatan yang cukup besar. Menurut Centre for Labour 
and Development Studies (CLDS) jumlah pengangguran saat ini sudah 
pada tingkat mengkhawatirkan karena jumlahnya mencapai 42 juta 
jiwa pada Tahun 2002 dan angka pengangguran Tahun 2003 mencapai 
43,6 juta  dan pada Tahun 2004 mencapai 45,2 juta. Pada tahun 2004 
pertumbuhan ekonomi sekitar 3%-4% per tahun tidak akan cukup 
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menyerap pengangguran dan tidak akan cukup untuk mengurangi 
kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka pertumbuhan ekonomi 
sebesar itu praktis tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu 
menampung luapan tenaga kerja. Untuk itulah diperlukan investasi.  
b.  Mengembangkan Industri Subsitusi Impor untuk Menghemat Devisa  
Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk 
membantu mengembangkan industri subsitusi impor dalam rangka 
menghemat devisa. Berkembangnya  industri ini akan mengurangi 
pengeluaran devisa untuk impor barang-barang jadi.  
c.  Mendorong Berkembangnya Industri Barang-Barang Ekspor Non-
Migas untuk Mendapatkan Devisa 
Pascakrisis ekonomi nasional, ekspor non-migas mengalami 
penurunan, padahal dari ekspor inilah Indonesia bisa memperoleh 
devisa dengan cepat sehingga bisa dengan cepat melakukan  recovery 
ekonomi. Untuk menutup transaksi berjalan tersebut, pemerintah harus 
memacu nilai ekspor baik migas maupun non-migas. Dan untuk 
tercapainya tujuan ini memerlukan investasi asing. 
d.  Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal  
Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan 
dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun 
infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api.  
e.  Alih Teknologi  
Salah satu tujuan menggundang penanaman modal asing adalah untuk 
mewujudkan alih teknologi. Alih teknologi diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya untuk 
mencapai tingkat kemampuan teknologi yang sejajar di setiap bangsa. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi merupakan kelemahan 
negara-negara berkembang untuk merubah perekonomiannya dari 
agraris menuju industrialisasi, hal ini disebabkan karena tidak 
terkecukupinya dana yang ada. Investasi Asing yang masuk 
diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan dalam pembangunan 
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dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memberi kontribusi dalam 
penyediaan lapangan usaha, Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekspor 
non-migas, mengatasi penggangguran, peningkatan SDM, outsourcing, 
dan lain-lain (Mahmut Siregar, 2005:407). 
 
Diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan 
Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri memberikan suatu 
pencerahan dalam dunia usaha kita dimana dengan keikutsertaan pihak 
swasta dalam kegiatan perekonomian negara maka investasi pihak-pihak 
swasta dalam bidang industripun mulai terlaksana. Pihak-pihak swasta 
mulai beramai-ramai menanamkan modalnya di bidang perindustrian yang 
berguna untuk menghasilkan barang-barang konsumsi bagi masyarakat 
melalui pembelian dan pengadaan alat-alat produksi yang dibutuhkan, 
sehingga sedikit demi sedikit perindustrian negara menjadi maju dan 
menarik pihak swasta lainnya untuk ikut menanamkan modalnya guna 
lebih memacu pertumbuhan industri. Akibat dari keadaan ini, bidang 
pertanian yang dulu menjadi tonggak kehidupan masyarakat dan negara 
menjadi sedikit berkurang dengan adanya pendirian pabrik-pabrik di 
pusat-pusat kota (http://perpustakaan-online.blogspot.com 30 Juni 2009 
Pukul 14.21 WIB). 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, 
tentu saja membawa dampak terhadap perkembangan penanaman modal 
juga. Sehingga untuk mengikuti perkembangan dunia dengan adanya 
perdagangan bebas dan ekonomi global yang semakin tidak dapat 
dihindari, khususnya liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai 
tuntutan dari organisasi perdagangan dunia (WTO) yang telah diratifikasi 
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pemerintah 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengeluarkan kebijakan 
pokok pengaturan penanaman modal di Indonesia dalam Undang-Undang 
Penanaman Modal terbaru guna menyesuaikan dengan kebutuhan global 
 lxv
pada tanggal 26 April 2007 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 
tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724. Undang-Undang ini merupakan penggabungan dari peraturan 
perundang-undangan penanaman modal yang lama yang diatur secara 
terpisah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaiman 
dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1968 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah 
diberlakukan di Indonesia kurang lebih selama 40 (empat puluh) tahun 
lamanya. Sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal lahir dari suatu evaluasi pelaksanaan 
dalam sejarah yang panjang (Hulman Panjaitan, 2007:11). 
 
2. Substansi dan Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal dalam Pelaksanaan Kontrak Alih Teknologi di 
Indonesia. 
 
Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal ini sudah didasarkan kepada hasil evaluasi terhadap 
ketentuan penanaman modal yang sudah ada sebelumnya, bahkan atas  
masukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia 
serta semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif 
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional diatas segala 
kepentingan para penanam modal yang bersangkutan. Sehingga Undang-
Undang Penanaman Modal ini dapat dipastikan telah mengatur hal-hal 
yang dinilai penting dalam kaitannya dengan penanaman modal seperti 
bidang usaha penanaman modal, nasionalisasi, dan sejumlah fasilitas yang 
diberikan terhadap penanaman modal. 
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Bagi negara tempat dilakukannya kegiatan penanaman modal (host 
country) kehadiran investasi dalam negeri maupun investasi asing tidak 
saja penting dari segi perolehan devisa atau untuk melengkapi 
keterbatasan biaya pembangunan, tetapi efek lain yang ditimbulkan oleh 
kegiatan investasi pada pembangunan ekonomi host country, antara lain 
penyediaan lapangan kerja, penghematan devisa melalui pengembangan 
industri substitusi impor, mendorong berkembangnya industri non-migas, 
pembangunan daerah-daerah tertinggal, alih teknologi, dan peningkatan 
sumber daya manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saat ini banyak 
negara yang berlomba-lomba memberikan kemudahan bagi para investor 
khususnya investor asing untuk menarik minat mereka menanamkan 
modal termasuk Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Erman Rajagukguk, 2005:20). 
 
Menggarisbawahi peran yang dimainkan oleh penanaman modal 
bagi perkembangan industrialisasi di Indonesia, ternyata peranan 
penanaman modal bagi perkembangan industri sangat menopang. Sebab 
bagaimanapun juga perubahan politik dan sosial ekonomi yang disertai 
jangkauan luas akan menghasilkan pertumbuhan industri secara modern, 
dan ciri utama dari penanaman modal adalah adanya tabungan (saving) 
yang sangat besar melalui akumulasi modal dalam menggerakkan mesin 
industrialisasi, karena tanpa adanya akumulasi modal atau tabungan ini 
tidak akan mungkin tercipta suatu struktur perekonomian hampir 
mendekati seperti yang diharapkan. 
 
Peran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi terdapat dalam Pasal-
Pasal sebagai berikut: 
a Untuk Mencapaian Tujuan Pembangunan Nasional 
Sebagaimana diamanatkan Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menciptakan masyarakat adil 
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dan makmur dalam membangun perkembangan demokrasi ekonomi di 
Indonesia. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Penanaman Modal yang merumuskan sejumlah harapan 
bahwa tujuan penanaman modal adalah untuk: 
1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 
2) Menciptakan lapangan pekerjaan; 
3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 
5) Meningkatkan daya kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 
6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
7) Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riel 
dengan menggunakan dana dari dalam maupun dari luar negeri;dan 
8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Sehingga secara tidak langsung adanya tujuan penanaman modal 
sebagaimana diatas, maka pemerintah akan lebih terbuka melakukan 
alih teknologi dengan Negara-negara maju yang ingin menanamkan 
modalnya di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan dan 
perkembangan perindustrian yang dimaksud, dan menarik tenaga kerja 
Indonesia untuk bekerja dan belajar pada perusahaan asing atau 
perusahaan dalam negeri yang menggunakan teknologi asing. 
b. Menciptakan Kepastian Hukum 
Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi minat para investor 
untuk menanamkan modalnya di suatu Negara, Pemerintah menyadari 
sepenuhnya bahwa faktor kepastian hukum dan jaminan perlindungan 
yang diberikan kepada para investor atas keamanan perusahaan dimana 
modalnya ditanam merupakan faktor yang sangat diperhatikan dan 
menentukan, sehingga dalam Undang-Undang Penanaman  Modal ini 
telah ditetapkan bahwa kepastian hukum merupakan asas yang pertama 
dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, yang menjelaskan bahwa asas 
ini merupakan asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan 
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peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan 
dan tindakan dalam bidang penanaman modal jika terjadi sesuatu 
dalam kontrak alih teknologi tersebut. Konsistensi peraturan ini harus 
ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan 
antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan 
pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak 
terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan 
yang bisa saling bertentangan (Budiman Ginting, 2008:2). 
Tindak lanjut dari asas kepastian hukum ini adalah diaturnya lembaga 
penyelesaian sengketa berupa Arbitrase dalam Pasal 7 dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa serta Pengadilan dalam Pasal 32 untuk sengketa 
antara pemerintah dengan penanam modal, sedangkan untuk sesama 
penanam modal, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan pilihan 
hukum yang disepakati dalam kontrak kerjasama diantara mereka. 
c. Menciptakan Keterbukaaan di antara Pemerintah dengan Investor 
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tentang asas 
keterbukaan, sebagai tindak lanjutnya pemerintah mengeluarkan daftar 
negatif investasi dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 
tentang Kriteria dan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 
dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dan 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 
Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan. Kebijakan ini 
merupakan peranan yang diberikan Undang-Undang Penanaman 
Modal dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi agar keterbukaan 
tentang bidang usaha yang dapat dan tidak dapat dimasuki investor 
untuk melaksanakan alih teknologi menjadi jelas sehingga para 
investor tidak perlu ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
d. Memberikan Perlakuan yang Sama 
 Hal ini ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Penanaman Modal. Artinya pemerintah dalam memberikan perlakuan 
dan pelayanan bersifat non diskriminatif berdasarkan ketentuan 
 lxix
peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam 
negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari 
negara asing dengan penanam modal asing dari Negara lainnya, 
sehingga tidak ada lagi investor yang akan mendapatkan perlakuan 
khusus dalam melakukan alih teknologi di Indonesia. Sebagai tindak 
lanjut dari asas perlakuan yang sama ini terdapat dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: 
1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua 
penanam modal yang berasal dari Negara manapun yang 
melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2) Perlakuan sebagaimana diamaksud dalam ayat (1) tidak berlaku 
bagi penanam modal dari suatu Negara yang memperoleh hak 
istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. 
Pasal ini berkaitan juga dengan Perjanjian Internasional yang 
bersifat bilateral antara pemerintah dengan pemerintah asing dalam 
bentuk perjanjian jaminan investasi (Investment Guarantie Of 
Agreement) (Hulman Panjaitan, 2007:32). 
Kesimpulan dari asas-asas diatas bahwa daya tarik investor dalam 
menanamkan modalnya di suatu Negara adalah berdasarkan sistem 
hukum yang diterapkan dalam Negara tersebut dalam menciptakan 
keadilan (predictability), keadilan (fairness), dan efesiensi. 
e. Melindungi Aspek Lingkungan Hidup  
Kedua aspek ini dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa kegiatan alih teknologi harus tetap memperhatikan dan 
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup 
sesuai dengan AMDAL dan Pasal 3 ayat (2) yang menyoroti 
pentingnya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini setidaknya 
menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda dengan opini yang 
selama ini banyak dibicarakan publik, bahwa tujuan Undang-Undang 
Penanaman Modal tidak hanya untuk mendorong ekonomi tetapi juga 
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meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.  Dengan 
demikian kebijakan dan aturan didalamnya harus senantiasa merujuk 
dan menggunakan pendekatan tersebut diatas. 
f.  Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif 
 Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pihak asing untuk berinvestasi dalam alih teknologi di 
Indonesia, khususnya faktor politik. Untuk itu pemerintah berusaha 
menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengaturnya dalam 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal tentang kebijakan 
dasar penanaman modal (Iman Sjahputra Tunggal, 1999:4). 
g. Menarik dan Menambah Pengetahuan Tenaga Kerja Indonesia 
 Pasal 10 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur hak dan 
kewajiban perusahaan penanaman modal di bidang ketenagakerjaan. 
Dalam Ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan penanaman 
modal wajib mempergunakan tenaga kerja Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia kecuali tenaga ahli bagi 
jawatan-jawatan dan keahlian tertentu berdasarkan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan dalam Ayat (3) dan ayat (4) Perusahaan 
penanaman modal wajib untuk meningkatkan kompetensi kerja tenaga 
kerja Indonesia melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dan alih 
teknologi. Sehingga dilihat dari ketentuan Pasal 10  Undang-Undang 
Penanaman Modal pelaksanaan kontrak alih teknologi di Indonesia 
telah memberikan manfaat dalam mengurangi angka penganguran dan 
menambah pengetahuan teknologi asing bagi tenaga kerja Indonesia 
yang kemudian diharapkan dapat digunakan sendiri tanpa memerlukan 
biaya mahal, dan cara ini merupakan cara yang paling efektif. 
h. Menarik Penanam Modal Melakukan Alih Teknologi 
 dalam upaya untuk terus menarik penanam modal melakukan alih 
teknologi di Indonesia, salah satu langkah yang ditempuh adalah 
memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi penanam modal untuk 
memilih bidang-bidang dan jenis usaha yang diminatinya dalam 
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ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal. Sehubungan 
dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan dan 
penyederhanaan berbagai regulasi yang berlaku sebelumnya dalam 
daftar negatif investasi, pengaturan persyaratan bidang usaha yang 
terbuka dan tertutup melalui Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 
tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal dam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar 
bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 
i. Peranan yang diberikan Undang-Undang Penanaman Modal terkait 
dengan kontrak alih teknologi ada dalam ketentuan Pasal 18, di sana 
disebutkan bahwa penanam modal yang salah satunya melakukan alih 
teknologi akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam memperluas 
usahanya maupun dalam melakukan penanaman modal baru seperti 
pembebasan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu, pembebasan 
atau keringanan bea masuk dan pembebasan atau penangguhan Pajak 
Pertambahan Nilai atas impor barang modal, mesin dan peralatan lain 
yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, serta pembebasan atau 
keringanan bea masuk bahan baku tertentu, bahkan keringanan Pajak 
Bumi dan Bangunan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
investor asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia dan 
melakukan suatu alih teknologi akan mendapatkan fasilitas dari Negara 
sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. 
j. Permasalahan pokok selama ini yang dialami para penanam modal 
dalam memulai usahanya di Indonesia adalah terkait perizinan, dari 
aspek prosedur pengurusan birokrasi yang lama dan biaya mahal yang 
harus dikeluarkan jika ingin mempersingkat waktu pengurusannya, 
sehingga dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 diperbaharui pengaturan mengenai pengesahaan dan 
perizinan yang didalamnya terdapat sistem pelayanan satu pintu (one 
door service system) diberbagai level pemerintahan mulai dari pusat 
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hingga di daerah, dan untuk setiap level  pelayanan satu pintu ini 
diwakili oleh setiap instansi teknis yang terkait. Dengan sistem ini, 
diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan daerah dapat menciptakan 
penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaian perizinannya, 
karena dahulu terdapat 12 prosedur yang membutuhkan waktu sampai 
90 hari untuk pengurusan perizinannya, sekarang dengan disahkannya 
Undang-Undang Penanaman Modal hanya dalam waktu satu hari kita 
dapat menyelesaikan pengurusan perizinan penanaman modal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa peranan yang diberikan Undang-
Undang Penanaman Modal dalam hal kontrak alih teknologi adalah 
memberian kemudahan bagi investor asing melaksanakan pengurusan 
perizinan penanaman modalnya di Indonesia sehingga mereka nyaman 
untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan tujuan pembangunan 
perindustrian pun dapat tercapai. 
k. Adanya Penerapan Sanksi  
Undang-Undang Penanaman Modal memberikan sanksi yang tegas 
bagi penanam modal yang melakukan penyimpangan perjanjian atau 
pernyataan pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas 
nama orang lain sebagaimana di atur dalam Pasal 33 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007. Tujuan pengaturan ayat ini adalah untuk 
menghindari terjadinya Perseroan Terbatas yang ikut serta dalam 
kontrak alih teknologi untuk pananaman modal yang secara normatif 
dimiliki seseorang tetapi secara material dimiliki orang lain. Dalam 
lapangan hukum perbuatan semacam ini dikenal dengan nama tindakan 
penyelundupan hukum  untuk maksud-maksud tertentu dari penanam 
modal dan/atau pemegang saham. Sanksi atas perbuatan ini adalah 
batalnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak alih 
teknologi secara hukum, dalam arti perjanjian tersebut dapat langsung 
dibatalkan tidak perlu dimintakan pembatalannya melalui pengadilan. 
Atau dengan kata lain tidak dipenuhinya syarat obyektif  perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
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3. Perkembangan Kontrak Alih Teknologi di Indonesia dengan Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
 
Dalam kehidupan manusia modern sekarang ini, manusia tidak 
bisa lepas dari teknologi. Manusia yang menguasai teknologi akan 
mendapat kehormatan lebih dalam pergaulan dengan masyarakat. 
Demikian pula dalam konteks negara. Negara yang menguasai teknologi 
maju dirasakan memiliki gengsi lebih tinggi dalam pergaulan 
internasional. Tak heran bila kemudian negara-negara seolah berlomba 
untuk menjadi yang terdepan dalam penguasaan teknologi. Bagi negara-
negara dunia ketiga, ini sama artinya dengan beralih bentuk menjadi 
negara industri. 
 
Salah satu hal utama untuk menyempurnakan perkembangan 
teknologi adalah melalui pengalihan teknologi (transfer of technology) 
yang berupa transfer komersial dan akuisisi dari teknologi tertentu. 
Transfer komersial dan akuisisi teknologi adalah kegiatan menjual dan 
membeli suatu hak ekslusif terhadap sebuah penemuan paten atau suatu 
ijin untuk menggunakan know-how dimana aktifitas komersial itu 
dilakukan melalui cara-cara tertentu yang menimbulkan hubungan hukum 
antara pemilik (transferor) dengan orang atau badan hukum yang 
memperolah hak atau ijin (transferee). Hubungan hukum yang demikian 
ini dalam hukum kontrak merupakan suatu hal yang alami, sehingga 
masing-masing pihak akan beritikad baik dalam menjalankan hak dan 
kewajibannya sesuai kesepakatan bersama (Suyud Margono dan Amir 
Angkasa, 2002:117). 
 
Perkembangan alih teknologi dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 adalah sumber daya manusia dari suatu perusahaan 
dapat mengambil pelajaran dari suatu training di lembaga riset dan 
pengembangan atau lembaga teknis (center of high learning) yang 
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dilakukan perusahaan yang melakukan kegiatan alih teknologi dalam 
menjalankan usaha perekonomiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  
 
Menurut Denis Goulet dalam bukunya The Uncertain Promise: 
Value Conflicts in Technology Transfers teknologi tidak hanya berupa 
alat-alat atau teknik-teknik produksi. Teknologi juga mewujud dalam 
proses dan person. Teknologi didefinisikan sebagai aplikasi sistematis atas 
rasionalitas kolektif manusia untuk memecahkan masalah-masalah dengan 
cara mengusahakan kendali alam dan proses manusia. Perkembangan alih 
teknologi di Indonesia sendiri memiliki peran penting karena teknologi 
adalah sumber dan pencipta sumber daya baru, teknologi adalah instrumen 
yang kuat untuk menciptakan kontrol sosial, teknologi mempengaruhi 
pengambilan keputusan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, dan 
teknologi membentuk makna-makna baru sebagai lawan dari alienasi yang 
merupakan antitesis dari kehidupan yang bermakna (meaningful life). 
Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat panjang, 
tetapi yang disebut ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah yang 
bersumber dari Barat.. Itulah mengapa menguasai teknologi harus berarti 
mengimpor teknologi dari Barat, karena terjadi penolakan untuk mengakui 
sumbangsih semua ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Pencerahan yang 
bukan berasal dari Barat, secanggih dan sepenting apapun ilmu 
pengetahuan dan teknologi tersebut (http://nadya.wordpress.com/2009/02/ 
menelanjangi-alih-teknologi 18 Juni 2009 Pukul 10.00 WIB). 
 
Perkembangan alih tekonologi di Indonesia pada era pembangunan 
dan modernisasi semakin pesat terutama setelah Lahirnya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini disebabkan 
karena pengaruh perkembangan Negara Dunia Ketiga yang memiliki 
hasrat besar untuk menguasai teknologi, selayaknya yang terjadi di 
negara-negara maju. Teknologi sering disamakan dengan teknik-teknik 
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produksi atau alat-alat semata. Diasumsikan bahwa jika teknologi tersebut 
berhasil dalam negara tempat teknologi tersebut diciptakan dan 
dikembangkan, maka teknologi tersebut akan berhasil pula di daerah lain 
manapun. Asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab teknologi tidak 
berfungsi dalam sebuah ‘vacuum social‘. Teknologi sangat bergantung 
pada kondisi sosial, infrastruktur baik fisik maupun tenaga kerja, serta 
ketersediaan bahan baku. Menyederhanakan alih teknologi menjadi 
sekadar alih alat-alat dan teknik-teknik produksi sama halnya 
mengharapkan hal-hal tersebut cukup mujarab untuk menyelesaikan 
segala permasalahan. Tentu saja pandangan ini berlebihan dan mengada-
ada, bahkan menyesatkan sebab kenyataan di lapangan membuktikan 
sebaliknya (http://nadya.wordpress.com/2009/02/menelanjangi-alih-
teknologi 18 Juni 2009 Pukul 10.00 WIB). 
 
B. Potensi Masalah Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal Dikaitkan dengan Pelaksanaan Kontrak Alih Teknologi 
dalam Rangka untuk Pengembangan Perindustrian Di Indonesia  
 
1. Permasalahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal Dikaitkan dengan Kontrak Alih Teknologi dalam Rangka 
Pengembangkan Perindustrian di Indonesia. 
 
a. Di Tinjau dari Aspek Kepentingan Masyarakat Negara Berkembang 
 
Filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal ini sarat akan semangat untuk mendukung 
perlindungan kepentingan masyarakat kecil seperti sektor industri kecil 
dan menengah di Negara-negara berkembang tanpa bermaksud 
melakukan diskriminasi atau menutup peluang sektor lain untuk 
berpartisipasi di dalam penanaman modal. 
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Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer misalnya dalam 
makalah “Technologies for Adaption to Climate Change” mengatakan 
bahwa salah satu metode yang penting dalam adaptasi perubahan iklim 
adalah berkaitan dengan teknologi. Dunia memerlukan teknologi yang 
mampu menjawab kebutuhan terbesar seperti mengatasi banjir, 
meningkatkan pertanian, dan mengurangi emisi karbon. Namun 
negara-negara berkembang yang paling rentan dengan dampak 
perubahan iklim, justru tidak memiliki teknologi tersebut. Untuk 
mengatasi hal ini para pemimpin dunia merancang kerangka negosiasi 
alih teknologi antara negara maju dan berkembang. Permasalahannya 
alih teknologi tersebut secara bersamaan justru memperbesar peluang 
pasar industri teknologi negara-negara maju sendiri atas nama 
perubahan iklim. Negara-negara maju menjadi mempunyai 
kesempatan menjual teknologi mereka ke negara-negara berkembang 
secara bebas, peluang ini didukung rencana perdagangan bebas dari 
World Trade Trading pada Tahun 2010 yang akan dijalankan secara 
global dimana pertukaran barang dan jasa dilakukan tanpa peraturan 
ketat pemerintah. Beberapa peraturan yang ditembus antara lain pajak, 
pemberlakuan tarif atau non tarif lainnya seperti legislasi dan kuota 
dagang. Perdagangan bebas ini  akan lebih mengandalkan hukum pasar 
sebagai bentuk liberalisasi dagang, dan dalam waktu bersamaan 
Perdagangan bebas akan berpotensi menghalangi perlindungan 
terhadap konsumen. Dalam konteks ini, konsumen yang dimaksud tak 
lain adalah negara-negara berkembang yang menjadi pasar alih 
teknologi. Dalam jalur perdagangan bebas maka industri bisa lolos dari 
klarifikasi tarif impor dan ekspor tinggi, kuota, atau peraturan 
pemerintah lainnya. Sekalipun jika perjanjian perdagangan bebas tak 
disetujui untuk seluruh item, industri teknologi dapat meloloskan 
produknya atas nama perubahan iklim (Veby Mega Indah. 2007. “Alih 
Teknologi Bukan Pasar Baru”. Jurnal Nasional, Halaman Laporan 
Edisi Khusus UNFCCC. http://www.jurnalnasional.com) 
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Presiden Nyrere juga pernah mengungkapkan bahwa alih 
teknologi merupakan kewajiban hukum dari negara maju ke negara 
berkembang, jadi bukan atas dasar belas kasihan. Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights sendiri menekankan 
sistem HaKI dimaksudkan untuk “contribute to the promotion of 
technology, to the mutual advantage of producers and users of 
technological knowledge and in a manner conductive to social and 
economic welfare, and to a balance of rights and bligations” (Art. 7). 
Jadi di samping amanat alih teknologi, terdapat juga pesan untuk 
pembangunan yang berdimensi sosial (Balian Zahab., S.H 
“Implementasi Hukum Alih Teknologi” http://balianzahab.wordpress 
.com 30 Juni 2009 Pukul 14.46 WIB). Namun demikian dalam 
kenyataannya mekanisme alih teknologi terkesan hanya sebagai 
sesuatu yang rutin saja. Sebab begitu penerima teknologi mendapatkan 
teknologi sesuai yang diperjanjikan, pada saat itu pula pemberi 
teknologi sudah mempunyai teknologi yang baru lagi. Jadi walaupun 
ditekankan pada kewajiban hukum, posisi penerima teknologi tetap 
saja di belakang pemberi teknologi. Itulah sebabnya ada pendapat yang 
menyatakan bahwa jika ingin maju suatu negara tidak dapat hanya 
bergantung pada alih teknologi yang normatif. 
 
Keempat adalah apabila ketergantungan teknologi ini sudah 
semakin tinggi, maka kreativitas masyarakat dan anak bangsa akan 
merosot. Kemalasan untuk bersusah payah pun muncul. Akibat yang 
paling jelek adalah berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi 
pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan angka pengangguran 
dan kemiskinan. Inilah wajah tidak manusiawi dari alih teknologi. 
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b.  Di Lihat dari Aspek Ekonomi 
 
Perkara alih teknologi sebenarnya dapat dikatakan sama sekali 
bukan hal yang sederhana. Sebagaimana dikatakan Todung Mulya 
Lubis dalam (http://nadya.wordpress.com/2009/02/menelanjangi-alih-
teknologi18 Juni 2009 Pukul 10.00 WIB) menyatakan beberapa dilema 
alih teknologi yang dihadapi oleh Negara Dunia Ketiga, antara lain 
pertama bahwa teknologi tersebut bukan sesuatu yang murah. Dilema 
yang terjadi di sini terletak pada sejauh mana Negara Dunia Ketiga 
bersedia membayar harga teknologi yang cukup mahal itu. Sejauh 
mana Negara Dunia Ketiga memprioritaskannya di tengah kebutuhan 
lain yang mendesak dipenuhi. Parahnya, penentuan harga jual hampir 
mutlak terletak pada tangan pemilik teknologi. Pembeli hanya diberi 
pilihan membeli atau tidak sama sekali. Teknologi seringkali dijual 
secara paket, di mana paket tersebut dengan segala perekatnya (tie-in) 
secara sepihak sering sengaja dimahalkan. Untuk industri tinggi, 
pembelian teknologi secara terpisah (partial) hampir mustahil. 
 
Dilema kedua adalah roda perekonomian yang bergerak seiring 
dengan stabilitas politik Negara yang bersangkutan. Hal ini terlihat 
dalam pandangan yang cukup kritis dalam editorial harian umum 
Kompas edisi 17 April 2004 dengan Tajuk “Saatnya Untuk 
Berinvestasi”, disana dikemukakan bahwa “Dalam kondisi dunia yang 
lebih terbuka, kita tidak bisa hanya asyik dengan diri kita sendiri. Kita 
tidak cukup hanya berteriak-teriak bahwa diri kita ini menarik, padahal 
kenyataannya tidaklah seperti itu. Semua negara sekarang ini berlomba 
untuk mempercantik dirinya. Mereka mencoba menawarkan insentif 
yang lebih baik agar para pengusaha tertarik masuk ke negaranya. 
Intinya, semua berlomba untuk membuat biaya produktif seefisien 
mungkin di tengah kondisi politik yang tidak stabil, disini pengusaha 
dengan mudah berhitung bahwa usaha keras yang akan mereka 
 lxxix
lakukan bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Padahal sangat besar 
kemungkinan, teknologi yang masuk dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan produksi tersebut, justru akan menimbulkan 
ketergantungan teknologi (technological dependency) semata. Hal ini 
tidak sehat bagi perekonomian Negara Dunia Ketiga. Negara Dunia 
Ketiga sekadar menjadi sandera dari pemasaran teknologi asing. 
Negara-negara maju dan perusahaan multinasional akan menjadikan 
kekayaan negara berkembang sebagai sasaran pemasaran teknologinya. 
c. Di Lihat dari Aspek Budaya Barat 
Selain dilema-dilema yang dihadapi sebagaimana tercantum di 
atas, Gardner dalam Brian A. Prastyo mengemukakan bahwa terdapat 
sedikitnya dua persoalan yang secara historis menghambat alih 
teknologi ke negara-negara berkembang. Pertama kapasitas teknis dari 
negara berkembang tersebut tidak memadai untuk menyerap dan 
menggunakan teknologi yang dialihkan. Kedua dalam konteks 
perdagangan internasional, penguasaan atas teknologi canggih adalah 
keunggulan komparatif dari negara-negara maju, dimana hal tersebut 
membuat mereka secara alamiah berusaha mempertahankan 
keunggulan tersebut dengan membuat mekanisme alih teknologi yang 
sarat dengan persyaratan atau pembatasan untuk mencegah negara 
yang penerima menguasai teknologi itu sepenuhnya. Alih teknologi 
sendiri sebenarnya mengandung pertentangan nilai yang tak 
terelakkan, Goulet dalam (http://nadya.wordpress.com/2009/02/ 
menelanjangi alih teknologi 18 Juni 2009 Pukul 10.00 WIB) bahwa 
teknologi dianggap sebagai pedang bermata dua, sebagai pengembang 
sekaligus penghancur nilai-nilai. Dalam hal ini, alih teknologi dari 
Barat tentu saja membawa nilai-nilai dan pandangan hidup barat. 
1) Nilai Pertama adalah Rasionalitas. 
Dalam sudut pandang teknologi Barat, yang dimaksud rasional 
adalah melihat segala permasalahan dapat dipecah-pecah menjadi 
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bagian-bagian, disusun kembali, dimanipulasi melalui cara-cara 
praktis, dan diukur dampak-dampaknya. Padahal nilai-nilai 
tradisional Negara Dunia Ketiga banyak memasukkan aspek-aspek 
yang tidak mungkin dijawab melalui rasionalitas Barat semacam 
itu, dan nilai-nilai tradisional tersebut telah melekat dalam 
kehidupan masyarakat Negara Dunia Ketiga dan dipegang sebagai 
sebuah kepercayaan. 
2)  Nilai kedua adalah efisiensi. 
Efisiensi dalam pandangan Barat memiliki keterkaitan erat dengan 
konsep dari industri yaitu produktivitas. Naik turunnya efisiensi 
dapat diukur melalui tingkat produktivitas. Produktivitas menilai 
segala sesuatu dari output, dibandingkan dengan input yang 
diperlukan untuk menghasilkannya. Produktivitas dihitung dari 
seberapa banyak produk bila dibandingkan dengan investasi yang 
dikeluarkan untuk tenaga kerja, modal, mesin, dan waktu. 
3)  Nilai ketiga adalah mengutamakan pemecahan masalah secara 
teknis tanpa memperhatikan aspek alam atau manusiawi. 
Inginnya segala sesuatu dapat diselesaikan, sehingga tidak 
memberi waktu terhadap kontemplasi dan harmonisasi dengan 
alam, serta pemikiran yang mengembangkan perilaku acuh, pasif, 
dan penolakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 
4) Nilai keempat adalah menganggap kekuatan alam sebagai objek 
yang harus dipergunakan sebesar-besar kepentingan manusia. 
Padahal sebagian besar nilai-nilai tradisional yang ada sebenarnya 
sangat mengutamakan hubungan yang harmonis dengan alam 
untuk menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. 
Demikianlah terjadi berbagai pertentangan nilai dalam alih 
teknologi, tetapi tetap saja Negara Dunia Ketiga menutup mata dan 
bersikukuh untuk melakukan alih teknologi karena butuh  
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d. Di Lihat dari Aspek Politik 
 
 Salah satu pertimbangan investor menanamkan modalnya ke 
suatu negara adalah kondisi politik Negara tersebut stabil atau tidak. 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengundang investor 
asing dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara, pertama 
pemerintah harus dapat menciptakan suatu iklim yang merangsang 
investor asing. Artinya bahwa investor asing harus diberi keyakinan 
bahwa modal yang mereka tanamkan memberikan mereka keuntungan 
yang wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam di 
tempat lain, baik di negara asalnya sendiri maupun di negara lain. 
Kedua pemerintah perlu memberikan jaminan kepada para penanam 
modal asing tersebut bahwa jika terjadi goncangan politik di dalam 
negeri, maka modal mereka dapat dikembalikan kepada pemiliknya 
dan badan usaha mereka tanpa dinasionalisasikan. Ketiga, pemerintah 
harus dapat menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kesungguhan 
dalam memperbaiki administrasi negaranya, agar dalam hubungannya 
dengan permintaan izin dan hal lain yang menyangkut pembinaan 
usaha investor asing  tidak mengalami perubahan birokratisme yang 
negatif, akan tetapi dapat berjalan lancar dan memuaskan. Di sini 
terlihat yang sering menjadi perhatian investor adalah risiko yang akan 
dihadapi atas legitimasi dari pemerintah yang sedang (Budiman 
Ginting, 2008:7). 
 
 Keempat yaitu terkait dengan kemampuan teknologi suatu 
bangsa yang berkaitan dengan pencapaian dalam bidang politik itu 
sendiri, salah satu indikator pencapaian yang baik dalam lingkup 
nasional ialah terciptanya keadaan aman dan damai bagi masyarakat. 
Untuk mewujudkan itu, salah satu persoalan yang harus diatasi 
pemerintah ialah berbagai teror bom yang terjadi. Dalam 
kenyataannya, para pelaku teror bom selalu berpindah tempat dan 
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modus operandinya semakin canggih, misalnya dengan menggunakan 
telepon selular sebagai alat pemicu bom jarak jauh. Tanpa didukung 
oleh teknologi yang memadai, pemerintah dan masyarakat pasti akan 
kesulitan untuk memeriksa benda-benda yang dicurigai sebagai bom, 
memastikan jenis suatu bom, merekonstruksi kejadian ledakan, 
mengetahui lokasi tersangka, memantau komunikasi antar tersangka, 
dan sebagainya. Dalam lingkup Internasional dapat dikatakan bahwa 
salah satu indikator pencapaian politik yang baik ialah pada saat 
tindakan pemerintah membawa pengaruh kongkrit dalam pengambilan 
keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kenyataannya, hanya 
negara-negara dengan kemampuan militer canggih dan memiliki 
persediaan nuklir yang sanggup mengendalikan PBB. Artinya untuk 
mewujudkan pencapaian politik yang baik di tingkat internasional, 
maka kemampuan teknologi Indonesia di bidang militer harus 
ditingkatkan. (Brian Prastyo.”Alih Teknologi, Peran Lembaga Riset, 
dan Kepentingan Nasional” http://lkht.net 07 Mei 2009 Pukul 11.55 
WIB) 
 
e  Di Lihat dari Aspek Yuridis 
 
Proses pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal yang 
hampir memakan waktu 4 tahun ternyata tidak menjamin bahwa 
setelah disyahkan tidak akan terjadi kontroversi di tengah-tengah 
masyarakat baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun pelaku 
usaha domestik. Sikap kritis yang ditunjukkan masyarakat tidak lain 
didasari pada kekhawatiran bahwa Undang-Undang Penanaman Modal 
bersifat sangat liberal karena memberikan ruang gerak sangat luas bagi 
pemodal asing untuk menancapkan dominasinya di Indonesia. 
 
Sebagian kalangan bahkan beranggapan bahwa kehadiran 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
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justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 sehingga menyebabkan beberapa Lembaga Swadaya 
Masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat 
Melawan Neo-Kolonisme dan Imperialisme mengajukan judicial 
review terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, mereka 
beranggapan jika Undang-Undang Penanaman Modal ini hanya untuk 
membuka keran liberalisasi ekonomi Indonesia (Harian Kontan, Jumat 
6 Juli 2007, Halaman 13). 
 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal memang cukup banyak memberikan kelonggaran 
dan fasilitas lainnya kepada para investor asing, namun para investor 
asing justru lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada Negara 
lain seperti Vietnam. Hal ini disebabkan Negara-negara penanam 
modal tersebut selain memilih daerah yang mempunyai potensi 
ekonomi baik, juga salah satunya adalah harus mempunyai penegakan 
hukum yang baik. Sehingga pengalihan teknologi di Negara 
berkembang dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi sesuatu hal 
yang tidak diinginkan. Di Vietnam misalnya, di sana pemberantasan 
korupsi dipersepsikan lebih bagus daripada pemberantasan korupsi di 
Indonesia yang lemah hukum karena dapat dibelok-belokkan oleh 
uang, sekalipun berbagai kemudahan di wilayah ekonomi dibuka 
selebar-lebar dan sebersih-bersihnya, investor masih tetap sedikit ragu 
untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
Hulman Panjaitan mengemukakan bahwa beberapa Negara 
yang mempunyai kepentingan dalam menarik investor seperti RRC, 
Vietnam, India, dan beberapa Negara ASEAN (Malaysia, Thailand, 
dan Philipana) serta beberapa Negara Amerika Latin juga memiliki 
berbagai keunggulan bahkan melebihi Indonesia, seperti tenaga kerja 
yang lebih murah di India, Vietnam, dan RRC. Andalan-andalan tadi 
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semakin diperlemah akibat adanya kenyataan bahwa pasar dunia 
menjadi lebih terbuka dan semakin majunya perundingan-perundingan 
perdagangan internasional serta gencarnya upaya untuk mencabut 
berbagai sistem proteksi (2003:11). 
Ada peribahasa yang mengatakan bahwa selama hukum masih 
bisa dibeli, selama itu pula Indonesia akan kalah bersaing dengan 
Negara-negara berkembang lainnya dalam menarik investor. Oleh 
karena itu, reformasi harus segera dilakukan di dunia peradilan 
sehingga hukum yang adil, cepat, dan murah dapat ditegakkan. Karena 
tanpa kepastian hukum, keterbukaan dan kepastian usaha, Indonesia 
tidak akan cukup mampu menarik perhatian investor menanamkan 
modalnya sehingga mereka berpaling ke Negara lain. 
 
Potensi masalah selanjutnya yang dapat terjadi dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini 
adalah jika melihat dari Pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal 
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang diatur dalam Pasal I 
Bab Ketentuan Umum merupakan penafsiran otentik yang tidak ada 
dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya, yaitu 
penafsiran yang dilakukan pembentuk Undang-Undang dan terdapat 
dalam Undang-Undang yang bersangkutan, yang bertujuan untuk 
menghindari adanya penafsiran lain atau penafsiran ganda terhadap 
beberapa hal penting yang dimuat dalam Undang-Undang Penanaman 
Modal sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam aplikasinya. 
Dikaitkan dengan permasalahan kontrak alih teknologi, ketentuan 
umum yang telah dirumuskan tersebut ternyata tidak merumuskan 
beberapa hal penting lainnya secara otentik seperti pengertian 
perusahaan asing, apakah suatu perusahaan yang didirikan secara 
patungan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal 
asing dapat dikatakan sebagai perusahaan asing, ataukah perusahaan 
 lxxxv
yang secara keseluruhan modalnya adalah modal asing. Padahal dalam 
prakteknya sejumlah bidang usaha tertentu dilarang untuk dilakukan 
bagi perusahaan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang terkait, sehingga untuk mengetahui perusahaan mana yang 
dimaksud tentunya harus dirumuskan dulu apa dan kategori apa yang 
diadakan untuk menentukan adanya suatu perusahaan asing, dan hal ini 
dalam prakteknya tentunya dapat menimbulkan permasalahan karena 
perbedaan penafsiran. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan 
asing di sini sangat besar peranannya dalam terjadinya alih teknologi. 
 
I.G Ray Wijaya (2000:23) mengemukakan bahwa perusahaan 
nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya memiliki modal 
51% (lima puluh satu persen) dari modal dalam negeri yang ditanam di 
dalamnya yang dimiliki Negara dan/ atau swasta nasional, dan bila 
dalam bentuk PT maka saham tersebut harus saham atas nama. 
Sedangkan perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi 
ketentuan prosentase 51% tersebut. 
 
Kelemahan kedua dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 
Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi “ketentuan dalam 
Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di 
wilayah Negara Republik Indonesia”. Dalam penjelasan Undang-
Undang ini yang dimaksud penanaman modal di semua sektor di 
wilayah Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak 
termasuk penanaman modal tidak langsung (fortofolio), namun tidak 
ditentukan apa yang dimaksud dengan penanaman modal langsung dan 
tidak langsung tersebut. Sehingga setiap orang dimungkinkan untuk 
menafsirkan sendiri dan hal ini tentunya dapat menimbulkan 
permasalahan dalam penentuan syarat penanaman modal kontrak alih 
teknologi yang akan terjadi, apakah penanaman modal tersebut 
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merupakan penanaman modal langsung atau penanaman modal tidak 
langsung sebagaimana yang dimaksud oleh para pembuat peraturan. 
 
Penanaman modal langsung dalam Kamus Ekonomi Lengkap 
(2006:407) adalah penanaman modal dimana penanam modal 
(investor) menjalankan sendiri perusahaan dimana modalnya di tanam. 
Sedangkan penanaman modal tidak langsung adalah penanaman modal 
melalui pasar modal dengan pembelian obligasi-obligasi, surat-surat 
perbendaharaan Negara, emisi-emisi atau saham-saham yang 
dikeluarkan perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka 
sekurang-kurangnya satu tahun. 
 
Ketiga yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
Penanaman Modal yang berbunyi “asset yang tidak termasuk dalam 
Pasal 8 ayat (1) merupakan asset yang ditetapkan Undang-Undang 
sebagai asset yang dikuasai negara”. Meskipun perpindahan modal 
bertujuan untuk memudahkan investor dalam memobilitasi dananya 
keluar dan masuk ke Indonesia, namun perlu dicermati bahwa 
kemudahan tersebut dapat membuka potensi masuknya dana-dana 
hasil kejahatan dan bisnis illegal dalam sistem keuangan Indonesia. 
Selain itu Pasal ini juga perlu diantisipasi dan mendapatkan perhatian 
pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 
transfer dan repatriasi modal dalam valuta asing, jangan sampai 
transfer dan repatriasi modal tersebut menyebabkan memburuknya 
keadaan perekonomian nasional sebagai akibat tingginya volume arus 
dana keluar (outflow money). Sehingga ada baiknya perpindahan asset 
keluar negeri tersebut disertai dengan persyaratan dan tata cara yang 
ketat untuk melindungi hak kreditor, pekerja dan stakeholder lainnya. 
Dalam kondisi normal bisa saja terjadi perpindahan aset, namun dalam 
kondisi tertentu saat krisis kepentingan nasional harus diutamakan, 
harus ada aturan yang memungkinkan pemerintah mengabolish hak 
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untuk repatriasi untuk sementara waktu.  Untuk mengantisipasi hal ini 
mungkin diperlukan Pasal atau point tambahan yang mengatur 
hambatan/mencegah terjadinya perpindahan aset keluar.  
 
Keempat terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman 
Modal bahwa jaminan modal yang digunakan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya ketentuan 
ini tidak secara seksama menjaring praktik pencucian uang (money 
loundring) karena tidak adanya mekanisme monitoring dan tindakan 
pencegahan yang dilakukan pemerintah, bahkan sangat mungkin uang 
ini masuk dalam kegiatan alih teknologi yang biasanya memerlukan 
biaya yang besar, sehingga pihak penerima tidak sampai berpikir 
sejauh itu tentang asal modal yang didapatkannya (Luky Djani dan 
Gatot Soepriyanto, 2007:4). Dalam prakteknya hal ini bisa berdampak 
negatif terhadap perekonomian Negara seperti fluktuasi permintaan 
uang, fluktuasi aliran keluar masuk modal dan meningkatnya jumlah 
suku bunga dan nilai tukar uang, bahkan uang tersebut dapat 
digunakan untuk menyuap pejabat yang terkait. 
 
Kelima yaitu tidak adanya pengaturan alih teknologi secara 
khusus dalam Undang-Undang ini, padalah sebagaimana kita ketahui 
bahwa meskipun secara umum pelaksanaan kontrak alih teknologi 
tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak berdasarkan 
kesepakatan para pihak yang terlibat, tetapi akan lebih baik sebenarnya 
jika pemerintah sedikit campur tangan dengan mengeluarkan point-
point penting yang harus ada dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 
Hal ini terkait dengan masalah kepentingan umum yang secara tidak 
langsung akan berdampak kepada masyarakat atas implementasi 
perjanjian alih teknologi tersebut. 
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Keenam yaitu terkait pelaksanaan otonomi daerah khususnya 
kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam. Salah satu 
sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan di 
wilayah masing-masing adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber 
daya alam baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. 
Undang-Undang Penanaman Modal dikhawatirkan akan menimbulkan 
permasalahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan 
kelestarian pengelolaan sumber daya alam. Adanya kewenangan 
daerah dalam memberikan insentif kepada penanam modal apabila 
tidak dibatasi dan diatur secara lebih khusus lagi akan cenderung untuk 
mengesktraksi sumber daya alam secara destruktif tanpa 
mengindahkan kaidah-kaidah sustainability. Isu pengelolaan sumber 
daya alam ini oleh pemodal asing menjadi satu tema yang menarik 
untuk didiskusikan mengingat daerah sejak adanya otonomi daerah 
berusaha untuk memperbesar pendapatan aslinya. Selain itu tarik-
menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal 
bagi hasil sumber daya alam tertentu menjadi satu topik yang tidak 
terpisahkan. 
 
2. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
yang Menyebabkan Potensi Masalah Tertentu. 
 
Di lihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, kehadiran penanaman modal swasta di bidang-bidang 
perindustrian yang mewajibkan penggunaan tenaga kerja sekitar industri, 
membawa akibat terhadap nasib buruh yang pada mulanya menjadi faktor 
utama pertumbuhan industri menjadi sangat menyedihkan. Para penanam 
modal seenaknya saja mendirikan pabrik baru tanpa memperhatikan 
syarat-syarat kesehatan kerja (Pasal 86), keadaan anak-anak dan wanita 
yang diikutsertakan bekerja dengan waktu yang sangat lama, tempat 
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kediaman para buruh yang sangat kumuh, dan pendidikan buruh yang juga 
diabaikan, hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 77. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah  Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai. Dalam 
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 25 Peraturan 
Pemerintah  Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya 
dibatasi jangka waktunya paling lama 30 Tahun dan dapat diperpanjang 
paling lama 20 Tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Penanaman 
Modal jangka waktu yang diberikan hingga 95 Tahun. Dilihat dari Pasal 
28 Peraturan Pemerintah  Nomor 40 Tahun 1996 ditentukan bahwa Hak 
Guna Bangunan dapat dimohonkan perpanjangannya jika tanah masih 
digunakan dengan baik, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
memenuhi syarat pemberian hak, syarat-syarat ini juga ditentukan dalam 
Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal. Sedangkan 
mengenai hak pakai Undang-Undang Penanaman Modal tidak ditentukan 
secara tegas, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria juga 
hanya dikatakan hak pakai diberikan selama jangka waktu tertentu atau 
selama tanah dipergunakan, sehingga untuk mengantisipasi permasalahan 
yang terjadi terkait dengan batas waktu yang dimaksudkan pemerintah 
dalam membuat Undang-Undang Penanaman Modal ini, para pihak yang 
terkait dengan kontrak alih teknologi dalam menanamkan modalnya 
tersebut diharapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor 40 
Tahun 1996 kerena disana disebutkan dengan jelas bahwa jangka waktu 
hak pakai adalah 25 Tahun dan dapat diperpanjang selama 20 Tahun. 
 
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1994 tentang 
Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Dalam Pasal 13 Peraturan 
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Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1994, Visa Tinggal Terbatas diberikan 
paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal diberikannya dan dapat 
diperpanjang 5 (lima) kali berturut-turut dengan jangka waktu setiap  
perpanjangan 1 (satu) Tahun. Sedangkan dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf a 
Undang-Undang Penanaman Modal, Izin Tinggal Terbatas diberikan 
untuk jangka waktu selama 2 (dua) Tahun. Kemudian dalam Pasal 49 
Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1994 pengalihan status Izin 
Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diberikan sekurang-
kurangnya 5 (lima) Tahun sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal 
Terbatas. Sedangkan dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf b Undang-Undang 
Penanaman Modal, pengalihan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin 
Tinggal Tetap diberikan setelah 2 (dua) Tahun berturut-turut tinggal di 
Indonesia. Potensi permasalahan yang dapat terjadi dari perbedaan 
peraturan ini adalah permasalahan kapan waktu yang tepat untuk 
melakukan penetapan tenaga kerja asing yang bekerja pada perindustrian 
yang melakukan alih teknologi untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas 
dan/ atau Izin Tinggal Tetap. 
 
Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Satu Atap. Menurut 
Aminuddin Ilmar (2004:191) realisasi penerapan Keputusan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2004 masih menimbulkan kerancuan dan birokrasi di 
tingkat pusat dan daerah, bahkan dengan pemberlakuan otonomi daerah ini 
justru menimbulkan kekhawatiran investor khususnya investor asing 
karena banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya menambah ekonomi biaya tinggi 
(high cost economy). Dan hal ini tentunya juga akan berakibat pada 
pertumbuhan sektor perindustrian Indonesia yang akan semakin lesu jika 
tidak terjadi alih teknologi hanya dikarenakan peraturan prosedur 
perizinan yang menelan biaya banyak. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. SIMPULAN 
1. Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi antara lain: 
a. Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional Indonesia; 
b Menciptakan kepastian hukum bagi investor; 
c Menciptakan keterbukaaan terkait bidang usaha yang dapat dimasuki 
dan tidak oleh investor dalam melakukan alih teknologi; 
d Memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor; 
e Melindungi lingkungan hidup sekitar industri; 
f Menciptakan investasi iklim usaha yang kondusif bagi investor; 
g Mengurangi pengangguran dan menambah pengetahuan tenaga kerja; 
h Menarik minat penanam modal dengan memberikan banyak pilihan 
bidang usaha penanaman modal; 
i Memberikan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan alih 
teknologi dengan fasilitas-fasilitas yang akan didapat dari Pemerintah. 
j Kemudahan pengurusan perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu. 
k Menghindari terjadinya penyelundupan hukum. 
2. Permasalahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal dalam Kegiatan Kontrak Alih Teknologi di Indonesia untuk 
Mengembangkan Perindustrian antara lain: 
a) Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak 
merumuskan secara otentik beberapa hal penting terkait kontrak alih 
teknologi yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. 
b) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak menjelakan arti 
penanaman modal langsung dan tidak langsung. Sehingga hal ini dapat 
menimbulkan permasalahan dalam penentuan syarat penanaman modal 
atau kontrak alih teknologi yang akan terjadi. 
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c) Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 membuka 
potensi masuknya dana-dana hasil kejahatan dan bisnis illegal dalam 
sistem keuangan Indonesia, dan menyebabkan memburuknya keadaan 
perekonomian nasional akibat tingginya volume arus dana keluar 
(outflow money). 
d) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam praktiknya 
tidak secara seksama menjaring praktik money loundring karena tidak 
adanya mekanisme monitoring dan tindakan pencegahan yang 
dilakukan pemerintah, bahkan sangat mungkin uang ini masuk dalam 
kegiatan alih teknologi yang memerlukan biaya yang besar. 
e) Tidak adanya pengaturan alih teknologi secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007. Meskipun secara umum kontrak alih 
teknologi menggunakan asas kebebasan berkontrak berdasarkan 
kesepakatan para pihak yang terlibat, tetapi akan lebih baik jika 
pemerintah sedikit campur tangan dengan mengeluarkan point-point 
penting yang harus ada dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini 
terkait dengan masalah kepentingan masyarakat umum atas 
implementasi perjanjian alih teknologi tersebut. 
f) Terkait pelaksanaan otonomi daerah khususnya kewenangan daerah 
untuk mengelola sumber daya alam yang saling tarik menarik dengan 
pemerintah pusat. 
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B. SARAN 
1. Pemerintah sebaiknya merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal terkait dengan kekurangan penjelasan pasal-
pasal yang ada agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam 
pelaksanaannya dan mengkaji ulang pasal-pasal yang berkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan lain, agar tidak terjadi pertentangan 
peraturan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya mengenai 
pengaturan jangka waktu hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak 
pakai, serta Pemerintah sebaiknya menerbitkan peraturan yang khusus 
mengatur alih teknologi agar jelas dan spesifik pengaturannya. 
2. Pemerintah Daerah sebaiknya memonitoring dinas-dinas yang terkait 
dengan pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal di daerahnya 
masing-masing karena kenyataanya hanya sedikit yang dilaksanakan 
secara sungguh-sungguh terutama dalam pelaksanaan perizinan 
pananaman modal. 
3. Masyarakat hendaknya menciptakan iklim yang kondusif dengan jalan 
tidak melakukan kerusuhan dan terorisme sehingga investor merasa aman 
menanamkan modalnya di Indonesia untuk kepentingan alih teknologi. 
4. Aparat hukum hendaknya tegas dalam menjalankan ketentuan hukum atau 
peraturan mengenai penanaman modal dengan tetap menyesuaikan dengan 
perkembangan globalisasi dan tidak adanya perlakuan diskriminasi dari 
negara penerima terhadap modal asing (equal treatment). 
5. Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi ini 
perlu meningkatkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang efektif. 
Karena kerjasama merupakan aktualisasi konsep partisipatori, yakni 
keterlibatan secara aktif dan proporsional diantara semua pihak yang 
berkompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 
6. Pelaku usaha sendiri hendaknya tetap memperhatikan kepentingan 
lingkungan hidup di atas keinginan untuk meningkatkan produksi dan 
keuntungannya semata. 
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